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 RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL  

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-PHPL 

PT BARITO NUSANTARA INDAH 

 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN 

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima 

Karya Rev. L 01/04/2017 

g. Tim Audit : 1. Ir Indra Komara (Lead Auditor merangkap Auditor Produksi); 

2. Ir Marthen Edy (Auditor Ekologi); 

3. Ir Yeti Sumiyati (Auditor Sosial); 

4. Ir Suhardi (Auditor Prasyarat& VLK Hutan). 

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan 

2. Ir Rudy Setyawan. 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Barito Nusantara Indah 
b. Alamat Kantor  : Wisma Barito Pasific – Tower B Lt. 10  

Jl. S. Parman Kav. 62 – 63 Jakarta 
c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam 
d. SK IUPHHK-HA : No. 42/Menhut-II/2009 Tanggal 9 Februari 2009 

Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur 

g. Email : limpat_suharto@yahoo.co.id 
h. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama :  Harlina Tjandinegara 

Komisaris : Hartawan 
Direktur Utama  :  Bujung Hasili Halim 
Direktur : Hengki Sujarmanto 
Direktur      : Emilia Muriaman 

i. Management Representatif : Ir Santo Prabowo 
 

 

e. Nomor S-PHPL : 015.SPHPL.010-IDN
f. Ruang Lingkup Sertifikasi : IUPHHK Dalam Hutan Alam seluas 94.685 Hektar di 

mailto:trustindoprimakarya@gmail.com
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-1 

 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Samarinda, 

15 Januari 2018 

Dilakukan kepada : 

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Teguh Handoko jabatan KSBTU. 

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk Zulfikar jabatan Kasie 

PPKH. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

 

 

 

 

Pertemuan Pembukaan 

 

 

 

 

Base Camp Sei 

Belinau PT. BNI  

16 Januari 2018 

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :  

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.  

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : 

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit 

dan  standar acuan penilaian yang 

digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 

menandatangani pernyataan menjaga 

kerahasiaan data / dokumen auditee. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan 
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

Base Camp Sei 
Belinau PT. BNI,  

Blok RKTUPHHK-
HA Tahun 2017, 

 TPn, TPK Hutan 
dan Logpond  

17 - 19  

Januari 2018 

Melakukan pengumpulan data melalui 
tinjauan dokumen, wawancara dan 
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap 
data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 
(satu) tahun terakhir serta menganalisa 
kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : 

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK 
Hutan.  

Pertemuan Penutupan Base Camp Sei 

Belinau PT. BNI  

20 Januari 2018 

Penyampaian dan permintaan konfirmasi 
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan 
audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan 
temuan ketidaksesuaian.  
 
Terhadap temuan ketidaksesuaian 
diterbitkan LKS. 
 
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan 
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Perjalanan Kepulangan 21 Januari 2018 Base Camp Sei Belinau - Samarinda 

 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

 

Samarinda, 

22 Januari 2018 

Dilakukan kepada : 

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk Zulfikar jabatan Kasie 

PPKH. 

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Antonci Leo jabatan Kasi P3HP. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

Pengambilan Keputusan 

Penilikan Ke-1 

Samarinda, 

9 Februari 2018 

a. PT Barito Nusantara Indah dinilai LULUS 
audit Penilikan Ke-1 PHPL dengan 
predikat BAIK sesuai Lampiran 1.1. dan 
2.1. Peraturan Direktur Jenderal PHPL  
No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. 

b. Status S-PHPL PT Barito Nusantara Indah 
dipertahankan sesuai masa berlaku dan 
lingkup sertifikasinya. 
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4. RESUME HASIL  AUDIT  PENILIKAN KE-1  

A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator No. 1.1  :   Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal 

dan administrasi tata batas (PP,  

SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta 

TBT) 

 

CD SEDANG 

(Tetap) 

 

PT Barito Nusantara Indah (BNI) memiliki 
dokumen legalitas perusahaan yang terdiri dari 

legalitas badan hukum perusahaan, SK IUPHHK-
HA No. SK. 42/Menhut-II/2009 tanggal 9 
Pebruari 2009 pada kawasan hutan seluas ± 
94.685 Ha yang terletak di kelompok hutan 

Sungai Belinau Hulu Kabupaten Kutai 
Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan 
lampirannya. Dokumen legalitas perusahaan dan 

operasional pengelolaan hutan yang lengkap dan 
sah. 

Untuk dokumen TBT, walaupun realisasi di 

lapangan sudah 100% namun progres terakhir 
PT BNI tengah mengajukan surat Nomor 
019/DIR-PH/XII/2017 tanggal 04 Desember 

2017 untuk mendapatkan data hasil 
Pelaksanaan Tata Batas IUPHHK-HA PT BNI 
dengan Areal Penggunaan Lain (APL) dan 

Penggantian Biaya Penataan Batas Kawasan.  

1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

D BAIK 

(Naik) 

 

Realisasi penataan batas areal kerja PT BNI 

telah temu gelang sepanjang 172,510,640 km 
(100%), hanya saja belum terdapat dokumen 
Buku TBT antara kawasan hutan PT BNI dan  

areal APL sepanjang 30.362,67 M dan PT. BNI 
masih memiliki kewajiban mengganti biaya 
pelaksanaan tata batas  PT. BNI dan Areal APL. 

Terdapat Notulen Rapat Pembahasan Penataan 
Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT BNI yang 
dipimpin oleh Kepala Seksi Pengukuhan dan 

Tenurial Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan 
dan Sulawesi Eko Widjajanto, S.Hut. di Ruang 
Rapat Dirjen Planologi Kehutanan Bogor tanggal 

15 November 2013 diketahui bahwa Areal APL 
yang berada di selatan areal IUPHHK-HA PT 
BNI sudah dilaksanakan Penataan Batas 
Kawasan oleh BPKH Wilayah IV Kalimantan 

Timur. 

Data Realisasi Penataan Batas PT BNI adalah 
sebagai berikut : 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

 
 

1.1.3. 

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB) 

CD BAIK 

(Tetap) 

 

Dari realisasi penataan batas di lapangan yang 
sudah terlaksana 100% dan ditandatanganinya 
BATB yang ada maka terdapat pengakuan baik 

dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Instansi 
terkait, Perusahaan pemegang areal yang 
berbatasan dan lainnya. 

Terkait dengan pengakuan dari masyarakat, 
keberadaan PT BNI telah memperoleh 
pengakuan dari masyarakat Kampung Muara 

Tuboq, Muara Tiq, Mamahak Hulu, dan 
Mamahak Besar. Terdapat bukti pengakuan dari 
masyarakat berupa Surat Pernyataan tanggal 1 

September 2016 dari Ketua Adat Besar 
Masyarakat Punan dan Ketua Adat Desa Muara 
Tuboq yang menyatakan persetujuan terhadap 

kegiatan operasional PT. BNI pada RKT 2016, 
dan kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan 
masyarakat atas operasional PT BNI pada 

pelaksanaan RKT 2017.  

1.1.4. 

Tindakan pemegang izin dalam 

hal terdapat perubahan fungsi 

kawasan. Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka verifier 

ini menjadi Not Aplicable. 

CD SEDANG 

(Tetap) 

 

Di areal kerja IUPHHK-HA PT BNI terdapat 

perubahan fungsi kawasan Hutan Produksi 
Terbatas (HPT) menjadi Hutan Produksi yang 
dapat dikonversi (HPK) seluas 5.158 Ha dan 

Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 352 Ha. 
Berdasarkan kondisi penutupan lahan seperti 
tercantum pada tabel di atas, terlihat bahwa 

Areal Penggunaan Lain (APL) berada pada 
penutupan lahan berupa hutan lahan kering 
primer yang lokasinya berada di luar blok 

RKUPHHK-HA berbasis IHMB perode 2012-
2021. Terhadap adanya perubahan fungsi 
kawasan hutan PT BNI belum melakukan 
perubahan perencanaan (revisi RKUPHHK-HA) 

dengan alasan perubahan fungsi hutan dari HPT 
menjadi APL tersebut luasnya sangat kecil 
(tidak signifikan), berlokasi di luar blok 10 

(sepuluh) tahunan dari RKUPHHK-HA 2012-
2021 yang masih berjalan, dan tidak 
mempengaruhi pengaturan kelestarian hasil. 

Revisi RKUPHHK-HA akan dilakukan sekaligus 
pada saat penyusunan RKUPHHK-HA yang baru 
periode 2022-2031. 

1 1278 Tahun 1997 PT BNI dan PT Wana Rimba Kencana 26,900.090     

2 812 Tahun 1993 PT BNI dan PT Belayan River T imber (Eks Sahid T imber II) 23,830.000     

3 984 Tahun 1994 PT BNI dan PT Dewata Wanatama Lestari (Eks HAM) 14,642.960     

984 Tahun 1994 PT BNI dan PT Hitayaq Alam Medang 19,122.370     

4 03/PLAN-II/SMD/III/2007 Tahun 2007 PR BNI dan Hutan Lindung Hulu Sungai Tabang 16,940.500     

5 1477 Tahun 2009 PT BNI dan PT Dewata Wanatama Lestari (Eks HAM) 21,500.050     

1477 Tahun 2009 PT BNI dan HPT 19,212.000     

6 Sudah dilaksanakan belum ada laporan PT BNI dan APL (Dilaksanakan oleh BPKH) 30,362.670     

Jumlah 172,510.640   

No No BATB Uraian Panjang (M)
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.5. 

Penggunaan kawasan di luar 

sektor kehutanan (Apabila tidak 

ada penggunaan kawasan di 

luar sektor Kehutanan maka ve-

rifier ini menjadi Not Aplicable). 

CD N/A 

(Tetap) 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen tidak 
ditemukan dokumen terkait penggunaan 
kawasan di luar sektor kehutanan oleh 

pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
(IPPKH), Perkebunan dan penggunaan lainnya. 
Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Ir. 
Sentot Santoso (Manager Camp) PT. Barito 

Nusantara Indah. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas disimpulkan 
bahwa tidak ada penggunaan kawasan di luar 

sektor kehutanan, maka verifier ini menjadi Not 
Applicable 

Kesimpulan Indikator 1.1.   13/15 = 86,67% (SEDANG) 

2. Indikator No. 1.2  :   Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL 

D BAIK  

(Tetap) 

PT BNI telah memiliki dokumen Visi, Misi 

perusahaan  yang telah ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur Utama No. No.01/SKEP-
Dirut/Visi/I/2016 tanggal 3 Januari 2016 

tentang visi dan misi perusahaan. Dan adanya 
Visi dan Misi dan sasaran perusahaan juga 
dapat dijumpai pada dokumen RKUPHHK-HA 

yang telah disahkan. 

Dokumen Visi dan Misi PT BNI telah memenuhi 
prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) 

dengan kerangka kelestarian fungsi produksi, 
fungsi ekologi, dan fungsi sosial. 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

D BAIK  

(Naik) 

Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada 
karyawan dan masyarakat Kampung sekitar 
hutan telah dilaksanakan yaitu : 

a. Tanggal 05 September 2016 bertempat di 
Base Camp Sei Belinau bersamaan dengan 
syukuran pembukaan blok RKT 2016, 

Terdapat bukti laporan kegiatan sosialisasi 
visi dan misi PT. Barito Nusantara Indah 
yang dibuat oleh Rusmin (kabag umum), 
daftar hadir peserta, dan foto dokumentasi. 

b. Tanggal 25 Mei 2017 bertempat di Base 
Camp Sei Belinau bersamaan dengan 
syukuran pembukaan blok RKT 2017, 

Terdapat bukti laporan kegiatan sosialisasi 
visi dan misi PT. Barito Nusantara Indah 
yang dibuat oleh Rusmin (kabag umum), 

daftar hadir peserta, dan foto dokumentasi. 

c. Dokumen Visi dan Misi juga ditempel di 
papan-papan pengumuman perusahaan dan 

tempat lainnya yang strategis seperti kantor, 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

mess, Camp TPK, Persemaian dll. 

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

D SEDANG 

(Tetap)  

Implementasi kegiatan pengelolaan hutan 

lestari (PHL) PT BNI baik dari aspek teknis 
produksi, ekologi maupun sosial selama satu 
tahun terakhir baru sebagian yang sesuai 

dengan visi dan misi perusahaan. Pencapaian 
produksi penanaman dan harvesting, penataan 
batas, ekologi dan sosial masih belum 

mencapai target yang ditetapkan. 

Kesimpulan Indikator 1.2.   16/18 = 88,89% (BAIK) 

3. Indikator No. 1.3  : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan 

pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan 

Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan (Sarjana 

Kehutanan dan Tenaga Teknis 

menengah kehutanan) di 

lapangan pada setiap bidang 

kegiatan pengelolaan hutan 

sesuai ketentuan yang berlaku 

CD SEDANG 

(Tetap)   

Keberadaan Ganis PHPL pada PT BNI masih 
belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan 
Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-

IPHH/2015 dengan keberadaan PT BNI yang 
luasnya mencapai 94.685 Ha  

No 
Jenis 

Tenaga 
Teknis 

Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha) 

Luas 
50.000 -  
100.000 

Luas  

PT BNI  ± 
94.685 Ha 

Kecukup
an 

1 
Ganis 
Kurpet 

1 1 Cukup 

2 
Ganis 
Canhut 

4 2 
Kurang 
2 

3 
Ganis 
Nenhut 

3 1 
Kurang 
2 

4 
Ganis 
Binhut 

5 1 
Kurang 
4 

5 
Ganis 
PKB-R 

5 4 
Kurang 
1 

 JUMLAH 18 9 
Kurang 
9 

Keberadaan tenaga profesional bidang 
kehutanan di lapangan tersedia pada setiap 

bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi 
jumlahnya kurang hanya 50,00% (kurang dari 
60%) sesuai Peraturan Dirjen PHPL No.: 

P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 
2015 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

D BAIK 

(Naik) 

 

PT BNI selama tahun 2017 telah merencanakan 
peningkatan kompetensi karyawan dengan 
melakukan pendidikan dan pelatihan kepada 

karyawan.  
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Berdasarkan data rencana dan realisasi 
pendidikan dan latihan PT BNI tahun 2017 
diketahui bahwa realisasi peningkatan SDM 

melalui Diklat, Penyegaran GANISPHPL serta 
inhause training mencapai 21 orang dari 
rencana sebanyak 26 orang, atau realisasinya 
mencapai 80,77 % atau di atas 70 % 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

D BAIK  

(Tetap) 

Secara umum PT BNI telah memiliki dokumen 

ketenagakerjaan dan telah menjalankan 
peraturan perundangan berkaitan dengan 
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan 

normatif yang berlaku. 

Kesimpulan Indikator 1.3.   14/15 = 93,33% (BAIK) 

4. Indikator No. 1.4  : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan 

Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik 

Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka  

PHPL 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

Struktur organisasi PT BNI diberlakukan sesuai 
SK Direktur Utama No. 01/SKEP-
Dirut/Org/I/2016 tanggal 3 Januari 2016 

tentang Struktur Organisasi PT BNI, terdiri dari 
2 (dua) lampiran yaitu lampiran 1 tentang 
Struktur Organisasi dan nama-nama personil 

yang menjabat, dan lampiran 2 tentang Job 
Descripsi. 

Struktur Organissi telah sesuai dengan 

kerangka pengelolaan hutan produksi lestari, 
namun masih terdapat perangkapan jabatan 
oleh pejabat yang mengisi formasi struktor 

organisasi tersebut. 

 

 

1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan 

tenaga pelaksana 

D BAIK  

(Tetap) 

PT BNI konsisten menerapkan Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) di lingkup internal 

perusahaan dan telah menerapkan Sistem 
Informasi Penatausahaan Hasil Hutan 
(SIPUHH) Online, Sistem Informasi 

Pembayaran On Line (SIMPONI), Monitoring 
dan Evaluasi. Untuk menunjang terlaksananya 
SIM tersebut PT BNI telah melengkapi dengan 

perangkat SIM berupa personil dan sarana 
prasarana sesuai dengan SK GM PT BNI No 
001/SKEP/SIM/I/2016 tanggal 4 Januari 2016. 

 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal 

D BAIK PT. BNI telah membentuk Tim Audit 

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

auditor dan efektifitasnya (Naik) 

 

PT. BNI Nomor : 01/SKEP-Dirut/SPI/I/2014 
tanggal 6 Januari 2014 tentang Pembentukan 
Tim Satuan Pengawas Internal (SPI),  

Terdapat bukti Laporan (Internal memo) Tim 
Satuan Pengawas Internal (SPI) kepada Direksi 
dan Manager Camp serta Kabag TUK No. 
01/SPI/VII/2017 dan No. 02/SPI/XII/2017 yang 

berisi tentang hasil temuan tim SPI pada 
berbagai kegiatan operasional di lapangan yaitu 
Bagian pembinaan hutan, perlindungan hutan, 

umum/ personalia, keuangan, kelola sosial,  
logistik, produksi kayu, TUK, logpond dan 
bagian teknik. 

Secara umum keberadaan organisasi SPI telah 
berjalan efektif untuk mengontrol seluruh 
tahapan kegiatan.  

 

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  

manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi 

D BAIK 

(Naik) 

 

Dari hasil kunjungan dan pemeriksaan SPI/ 

Internal Audit terdapat temuan di lapangan dan 
telah ditindaklanjuti sesuai dengan memo 
internal dan tindak lanjut dari hasil temuan SPI 

dan terdapat instruksi dari GM (Kuasa Usaha) 
kepada Manager Camp untuk ditindaklanjuti 
oleh Manager Camp dan bagian terkait dan 

telah ditindaklanjuti dengan penerbitan memo 
internal oleh Manager Camp Bpk Sentot 
Gunawan tanggal 03 Agustus 2017 dan tanggal 

2 Januari 2018. 

Kesimpulan Indikator 1.4.   22/24 = 91,67% (BAIK) 

5. Indikator No. 1.5  : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan 

(PADIATAPA) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana pene-

bangan melalui peningkatan 

pemahaman, keterlibatan, 

pencatatan proses dan 

diseminasi isi kandungannya 

CD BAIK 

(Tetap) 

Kegiatan RKTUPHHK-HA PT BNI yang akan 
mempengaruhi kepentingan hak-hak 

masyarakat setempat telah disosialisasikan dan 
mendapatkan persetujuan atas dasar informasi 
awal yang memadai. Persetujuan Rencana Blok 
Tebangan RKT 2017 dari masyarakat pemilik 

hak ulayat berupa pelaksanaan Upacara Adat 
Mella Tanuq yang dilaksanakan dibuat di 
Kampung Muara Tobuq pada tanggal 25 Mei 

2017, yang dihadiri oleh Kepala Adat Desa 
Muara Tuboq, Ketua LPM Desa Muara Tuboq, 
Koramil Ujoh Bilang dan Long Iram, Tokoh 

Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda 
Desa Muara Tuboq, Manajemen PT BNI dan 
undangan dari PT BRT serta karyawan PT BNI. 
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1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

D BAIK 

(Tetap) 

 

Batas-Batas areal PT BNI telah dilakukan 
penataan di lapangan dan terdapat dokumen 
buku laporan penataan batas yang telah 

disetujui oleh para pihak yaitu, pihak 
pemerintah dan instansi yang terkait baik 
Pemerintah Pusat (KemenLHK, Pemerintah 
Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi dan 

Kabupaten), Perusahaan yang berbatasan 
langsung, dan masyarakat. 

Terdapat Surat Pernyataan pada tanggal 1 

September 2016 dari Ketua Adat Besar 
Masyarakat Punan dan Ketua Adat Desa Muara 
Tuboq yang menyatakan persetujuan terhadap 

kegiatan operasional PT BNI pada RKT 2016, 
dan pelaksanaan upacara adat Mella Tanuq 
tanggal 25 Mei 2017 yang menandakan bahwa 

untuk pelaksanaan operasional produksi PT BNI 
dan masyarakat mendukung operasional 
tersebut sepanjang perusahaan tidak 

melanggar ketentuan perundang-undangan dan 
hukum yang berlaku serta memperhatikan 
kerjasama yang harmonis dengan masyarakat.  

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT BNI memiliki mekanisme pelaksanaan 
CSR/CD, yaitu Dokumen Prosedur No. 

BNI/SOSIAL-1/A-0 tentang Prosedur 
Operasional Standar Kelola Sosial, revisi  0 
tanggal 3 Januari 2013.  

Dalam Rencana Operasional Kelola Sosial telah 
dijabarkan per desa/wilayah binaan yang 
meliputi 4 Desa yaitu Desa Muara Tuboq, Muara 

Tiq, Mamahak Hulu dan Mamahak Hilir namun 
data yang tersedia tidak lengkap, tidak terdapat 
persetujuan tertulis dalam pelaksanaan CSR/ 
CD/ PMDH yang dilakukan PT. BNI. Dokumen 

yng tersedia adalah pelaksanaan sosialisasi dan 
persetujuan CD/ CSR/ PMDH yang digabungkan 
dengan pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan 

RKT 2017 berupa Upacara adat Mella Tanuq 
untuk persetujuan pelaksanaan operasional RKT 
2017 PT. BNI tanggal 25 Mei 2017. 

1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

D SEDANG 

(Tetap) 

Secara umum sosialisasi dan persetujuan terkait 

kawasan lindung, telah diperoleh dari 
setidaknya 3 (tiga) desa dari 4 (empat) desa 
atau 75 % dari desa yang berdekatan dengan 
kawasan PT BNI.  

Data dan/ atau informasi terkait sosialisasi dan 
persetujuan keberadaan kawasan lindung dari 
masyarakat sekitar dapat dilihat pada uraian 

verifier 3.1.4. kriteria Ekologi. 

Kesimpulan Indikator 1.5.   17/21 = 80,951% (BAIK) 
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B. KRITERIA PRODUKSI 

1. Indikator No. 2.1  : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan 

lestari   

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1. 

Keberadaan Dokumen Rencana 
Jangka Pan-jang (management 
plan) yang telah Disetujui oleh 
Pejabat yang Berwenang  

 

D BAIK 

(Naik) 

 

Dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB periode 

2012 - 2021 PT Barito Nusantara Indah Provinsi 
Kalimantan Timur beserta Lampiran Peta skala 
1 : 50.000 yang telah disetujui dan disahkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 

SK.76/BUHA-2/2012 tanggal 04 September 
2012. 

Terdapat Peta Penafsiran Citra Satelit IUPHHK-

HA PT. BNI dengan komposit Citra Satelit 
Landsat 8 OLI Path/Row 118/59 Band 653 
Liputan tanggal 10 Maret dan 9 September 

2017, yang disahkan oleh surat Surat Dirjen 
Planologi Kehutanan Cq Direktur Inventarisasi 
dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. 

S.534/IPSDH/PSDH/PLA.1/11/2017 Tanggal 23 
November 2017. 

2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 
Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 
Jangka Panjang  

 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

- Terdapat surat penyampaian perubahan 
lokasi blok RKUPHHK-HA periode tahun 
2012-2021 an. IUPHHK-HA PT. Barito 

Nusantara Indah dari Direktur PT. Barito 
Nusantara Indah kepada Dirjen Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari melalui surat nomor : 

005/BNI-PH/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan 
terdapat surat jawaban dari Direktur UHP 
melalui surat nomor : S.583/UHP/RKUPHA/ 

HPL.1/6/2016 tanggal 07 Juni 2016 
mengenai perihal yang sama dan sesuai 
dengan point 6. bahwa perubahan blok 

RKTUPHHK-HA tahun 2013 - 2021 telah 
sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK 
nomor : P.9/VI-BUHA/2014 tanggal 12 
Agustus 2014. 

- Berdasarkan surat tersebut di atas bahwa 
alokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 
adalah blok tahun 2020 dalam RKUPHHK-HA 

dengan luasan sebesar 2.354 ha dan 33 
petak. 

- Berdasarkan SK Direktur Utama nomor : 

01/Kpts/DIRUT-BNI/RKT/2017 tanggal 25 
April 2017 tentang Persetujuan RKTUPHK-HA 
tahun 2017 dan Sisa Kegiatan RKTUPHHK-HA 

tahun 2016 (Carry Over), didapatkan data 
luas RKTUPHHK-HA tahun 2017 adalah 
seluas 1.496 ha (15 petak) dan CO tahun 

2016 seluas 872,37 Ha (8 petak). 
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NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- Berdasarkan data tersebut diatas didapatkan 

luasan RKTUPHHK-HTI lebih kecil dari alokasi 
dalam RKUPHHK-HA dan berdasarkan peta 
RKTUPHHK-HA hanya sebagian yang masuk 
dalam alokasi RKUPHHK-HA. 

- Berdasarkan overlapping peta kerja 
RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA tahun 
2017, telrihat bahwa seluruh blok 

RKTUPHHK-HA masuk di dalam RKUPHHK-
HA, namun hanya sebagian saja. 

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 
Petak / compartemen kerja (D) 

 BAIK 

(Tetap) 

 

- Terdapat SOP Pemeliharan  Batas Blok dan 
Petak Tebangan nomor dokumen : BNI/PH-
11/A-O tanggal terbit 01 Maret 2017. 

- Penandaan batas petak di blok RKTUPHHK-
HA tahun 2017 sudah selesai seluruhnya (22 
buah) dipasang dengan rincian sebagai 

berikut : 

- Berdasarkan BAP nomor : 05/BNI-
BC/PH/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 

bahwa PT. Barito Nusantara Indah telah 
menyelesaikan pemasangan plang sudut 
petak RKTUPHHK-HA 2017 berupa plastik 

Nanyak gulungan warna kuning dan 
dituliskan nomor petak pada 4 penjuru 
angin dan sudut petak 245. 

- Jumlah tanda batas ini direncanakan 
dalam Usulan RKUPHHK-HA adalah 
sebanyak 28 buah, namun pada 

pengesahan RKUPHHK-HA menjadi 22 
buah dan sesuai dengan Berita Acara 
sudah terpasang semua. 

- Berdasarkan BAP nomor : 09/BNI-

BC/PH/II/2017 tanggal 12 Pebruari 2017 
bahwa PT. Barito Nusantara Indah telah 
menyelesaikan pemasangan plang batas 

petak RKTUPHHK-HA 2017 berupa tanda 
batas petak yang terpotong oleh Jalan 
Angkutan sebanyak 17 (tujuh belas) buah. 

- Berdasarkan BAP nomor : 10/BNI-
BC/PH/II/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 
tanggal bahwa PT. Barito Nusantara Indah 

telah menyelesaikan pemasangan plang 
RKTUPHHK-HA 2017  

- Berdasarkan observasi lapangan ditemukan 

batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2017, dan 
plang batas antar petak yang terlihat dengan 
jelas pada titik-titik perlintasan dengan jalan, 

tanda batas di pohon untuk tanda batas 
sudut dalam petak, serta ditemukan plang 
Sempadan Sungai Belinau Kanan. 

Kesimpulan Indikator 2.1.   16/18 = 88,89% (BAIK) 
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2. Indikator No. 2.2  : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama 

dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.  

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB / Survei 

potensi, ITSP, Risalah Hutan) 

 

D BAIK 

(Tetap) 

 

- Terdapat hasil cruising 3 (tiga) tahun terakhir 
yaitu RKTUPHHK-HA tahun 2015, 2016, dan 
2017 

- Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Cruising 
RKTUPHHK-HA tahun 2015, 2016 dan 2017 
didapatkan data potensi volume untuk jenis 

komersial (⊘>50 cm) secara berturut-turut 

adalah sebesar 31,82 m3/ha, 43,21 m3/ha, 
dan 109,82 m3/ha. 

- Berdasarkan observasi lapangan ditemukan 

Jalur Cruising di petak 262 (jalur 1 dan jalur 
2), petak 263 (jalur 1), petak 245 (jalur 2 
dan jalur 3), terdapat pohon inti dan pohon 

dilindungi diberi label eclolin kuning (contoh : 
pohon no 993, jenis keruing, petak 247, 
diameter 45 cm), pohon ditebang dipasang 

barcode dan label ecolin merah (contoh : no 
pohon 68 di petak 247) 

- Terdapat kelengkapan dokumen berupa buku 

LHC per petak tahun 2015, 2016, dan 2017, 
peta sebaran pohon, jalur cruising dan 
kontur skala 1 : 2.000 (contoh petak 247 dan 

petak 250) 

- Terdapat SOP ITSP revisi terbaru (rev-1) 

setelah memasukkan aturan  Perdirjen PHPL 

nomor : 20/PHPL-SET/2015 tentang 

Petunjuk Teknis ITSP (penggunaan 

barcode). 

2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang 

Riap Tegakan 

 

CD BAIK 

(Naik) 

 

- Terdapat dokumen Petak Ukur Permanen 

Untuk Pengukuran Pertumbuhan dan Riap 
Hutan Bekas Tebangan, Pengukuran Ke-4, 
PUP Nomor 1, yang merupakan hasil 

pengukuran ke-4 areal PUP di blok tebangan 
1997/1998 koordinat : 0º56’41,59” LU dan 
115º35’30,41” BT (Areal RKUPHHK-HA I 

tahun 2012-2021). 

- Terdapat Laporan Analisa Riap PUP 
Pengukuran 4, September 2017  berdasarkan 

hasil pengukuran ke-4 pada bulan Agustus 
2017, dengan hasil sebagai berikut : 

- Rata-rata pertumbuhan diameter untuk 

kelompok meranti sebesar 1,619 
cm/tahun, kelompok kayu rimba 
campuran sebesar 1,621 cm/tahun, 
sedangkan kelompol kayu indah sebesar 

1.508 cm/tahun 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- Pertambahan basal area untuk kelompok 
kayu meranti sebesar 0,041 m2/ha/tahun, 
untuk kelompok kayu rimba campuran 

sebesar 0,054 m2/ha/tahun, dan kelompok 
kayu indah dan dilindungi sebesar 0,06 
m2/ha/tahun. 

- Riap rata-rata volume untuk kelompok 

Dipterocarpaceae sebesar 32,26 
m3/ha/tahun dan kelompok rimba 
campuran sebesar 34,11 m3/ha/tahun dan 

kelompok kayu indah dan dilindungi 
sebesar 5,19 m3/ha/tahun. 

- Terdapat SOP Petak Ukur Permanen (PUP) 

dengan nomor dokumen : 
BNI/LINGKUNGAN-13/A-O tanggal terbit 01 
Maret 2017. 

2.2.3.  

Terdapat Perhitungan Internal 

/self JTT Berbasis Data Potensi 
dan Kondisi Kemampuan 
Pertumbuhan Tegakan 

 

CD SEDANG 

(Tetap) 

 

- Terdapat analisa pertumbuhan riap tegakan 
berdasarkan hasil pengukuran ke-4 pada 

areal PUP (eks tebangan 1997/1998), namun 
belum dilaporkan kepada instansi terkait. 

- Perhitungan JTT sebagaimana telah 

disampaikan pada saat penilaian audit tahap 
II bahwa perhitungan JTT didasarkan pada 
hasil ITSP setiap pengajuan RKTUPHHK-HA 

dan sudah terdapat perhitungan internal 
pada dokumen RKUPHHK-HA periode 2012-
2021 halaman III-6. 

Kesimpulan Indikator 2.2.   11/12 = 91,67% (BAIK) 

3. Indikator No. 2.3  : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin 

Regenerasi Hutan  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 
Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

D SEDANG 

(Tetap) 

- Sebagaimana disampaikan pada penilaian 
audit tahap II yang lalu, sudah terdapat SOP 
tahapan kegiatan TPTI yaitu : SOP PAK, 

ITSP, Pembuatan Jalan Angkutan, 
Penebangan, Pengadaan Bibit, Penanaman 
dan Pemeliharaan.  Namun referensi / 

pustaka belum sesuai dengan pedoman 
pelaksanaan atau ketentuan teknis 
bidang kehutanan yang terbaru. 

- Terdapat SOP tahapan kegiatan TPTI yang 
belum tercantum pada penilaian yang lalu 
yaitu kegiatan Pengamanan dan 

Perlindungan Hutan (dokumen nomor : 
BNI/Binhut-7/A-O tanggal 03 Januari 2013).  
SOP Pembebasan pohon binaan tidak 

dibuatkan SOP dikarenakan kegiatan tersebut 
tidak dilakukan karena areal kerja IUPHHK-
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

HA adalah HPT. 

- Terdapat 1 buah SOP yang direvisi yaitu SOP 
Invetarisasi Tegakan Sebelum Penebagan 

(ITSP) (Timber Cruising 100%), 
memasukkan referensi Perdirjen PHPL nomor 
: 20/PHPL-SET/2015. 

- Terdapat SOP tambahan berupa kegiatan 

penunjang TPTI yaitu :  

- SOP Pemeliharaan Batas Blok dan Petak 
Tebangan, dokumen nomor : BNI/PH-

11/A-O, tanggal terbit 01 Maret 2017 

- SOP Penanaman Kiri Kanan Jalan 
Angkutan, dokumen nomor : BNI/Binhut-

11/A-O, tanggal terbit 01 Maret 2017 

- SOP Petak Ukur Permanen (PUP), 
dokumen nomor : BNI/Lingkungan-14/A-

O, tanggal terbit 01 Maret 2017. 

2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 
Tahapan Kegiatan Sistem 
Silvikultur  

(D) 

D BAIK 

(Tetap) 

Terdapat hasil pengamatan / observasi 

terhadap implementasi tahapan kegiatan sistem 
silvikultur TPTI tahun 2017, adalah sebagai 
berikut : 

- PAK : kegiatan PAK dilakukan Et-1, 
implementasi di lapagan ditemukan 
penandaan batas blok berupa polet 1 buah 

warna biru  dan tanda batas petak berupa 
rintisan dan penandaan pada pohon dengan 
polet 1 warna kuning.  Berdasarkan 

wawancara dengan Kuasa MR bahwa 
kegiatan PAK RKTUPHHK-HA tahun 2018 
untuk alokasi di blok IX RKUPHHK-HA tidak 

dilaksanakan karena akan dipindahkan ke 
alokasi blok X RKUPHHK-HA dan pada saat 
ini dalam proses pengerjaan. 

- ITSP : kegiatan ITSP dilakukan Et-1, 

implementasi di lapangan ditemukan tanda 
jalur cruising berupa rintisan dan nomor 
jalur, penandaan pohon yang ditebang 

(barcode) dengan diameter >50 cm, pohon 
inti / ditinggal / dilindungi (label kuning).  
Berdasarkan wawancara dengan Kuasa MR 

bagian perencanaan Kantor Samarinda 
bahwa kegiatan ITSP RKTUPHHK-HA tahun 
2018 untuk alokasi di blok IX RKUPHHK-HA 

tidak dilaksanakan karena akan dipindahkan 
ke alokasi blok X RKUPHHK-HA dan pada 
saat ini dalam proses pengerjaan. 

Secara administrasi ditemukan buku LHC 
Blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 berdasarkan 
petaknya, dan terdapat peta sebaran pohon, 

jalur dan kontur skala 1 : 2.000 (contoh : 
peta sebaran pohon petak 247 dan petak 
250) 
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- PWH : implementasi di lapangan bahwa 
pengerjaan pembuatan jalan / rehab jalan 
dilakukan oleh Tim jalan sendiri (tersedia 

traktor khusus jalan 3 unit, motor grader 1 
unit, excavator 1 unit, Bomag 1 unit, dan 
dump truck 2 unit).  Selama tahun 2017, 
realisasi kegiatan pembuatan jalan angkutan 

adalah sebagai berikut : 

- Jalan Utama di dalam blok terealisasi 
7.911 meter dari rencana 10.747 meter 

atau 73,01% 

- Jalan Cabang di dalam blok terealisasi 
7.542 meter dari rencana 13.839 meter 

atau 54,37% 

- Jalan Utama di luar blok terealisasi 1.520 
meter dari rencana 1.520 meter atau 

100%. 

- Pemanenan :  implementasi di lapangan 
pada saat penilikan, kegiatan pemanenan 

berupa : perbaikan jalan angkutan, estafet 
(langsir) dan pengangkutan (hauling), namun 
kegiatan tidak maksimal karena terkendala 

hujan. 

- Produksi CO 2016 terealisasi 12.959,66 m3 

dari rencana 20.792,03 m3 atau 62,33% 

- Produksi 2017 Murni terealisasi 29.252,85 

m3 dari rencana 33.694,10 m3 atau 86,82 

- Produksi RKTUPHHK-HA tahun 2017 
terealisasi 42.212,51 m3 dari rencana 

54.486,13 m3 atai 77,47% 

- Penanaman / Pemeliharaan Tanaman : 
implementasi di lapangan ditemukan 

kegiatan penanaman tahun 2017 berupa 
penanaman pengayaan di petak 222 dan 
Rehabilitasi di petak 222  (seluruhnya berada 

di areal eks RKTUPHHK-HA 2016). 

Realisasi penanaman pengayaan / rehabilitasi 
tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

- Penanaman Pengayaan terealisasi seluas 
34,62 ha dari rencana 37,12 ha atau 
93,26% 

- Penanaman Rehabilitasi terealisasi seluas 
5,21 ha dari rencana 5,57 ha atau 93,46% 

Realisasi pemeliharaan tanaman pengayaan 
dan rehabilitasi tahun 2017 adalah sebagai 

berikut : 

- Pemeliharaan tanaman pengayaan dan 
rehabiitasi seluas 33,72 ha dari rencana 

36.15 ha atau 93,28 

- Pengamanan dan Perlindungan Hutan : 
implementasi kegiatan berupa patroli rutin 

dan pemasangan plang himbauan dan 
peringatan.  Terdapat surat edaran dari 
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Lembaga Adat desa Muara Tuboq dan muara 
Tiq terkait larangan berburu atau 
memperjual belikan flora dan fauna yang 

berasal dari areal lingkup adat kedua desa 
tersebut. 

 

2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak 

Tebang 

(D) 

D BAIK 

(Tetap) 

- Berdasarkan LHC untuk RKTUPHHK-HA tahun 
2017 didapatkan potensi tegakan diameter 

10-49 cm adalah sebesar 41 phn/ha. 

- Berdasarkan uji petik yang dilakukan pada 6 
plot ukur (PU) dari 2 petak (petak 247 dan 

petak 250 eks RKTUPHHK-HA 2017), 
didapatkan rata-rata potensi tegakan 
sebelum masak tebang (pohon inti) adalah 
sebesar  133 pohon/ha. 

 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

(CD) 

CD BAIK 

(Tetap) 

- Terdapat hasil uji petik potensi tingkat 
pemudaan 

- Berdasarkan uji petik yang dilakukan pada 6 

plot ukur (PU) dari 2 petak (petak 247 dan 
petak 250 eks RKTUPHHK-HA 2017), 
didapatkan rata-rata potensi tegakan tingkat 

permudaan berupa tiang sebanyak 200 
batang/ha (≥100 btg/ha) dan pancang 
sebanyak 1.267 batang/ha (≥400 btg/ha). 

 

Kesimpulan Indikator 2.3.   19/21 = 90,48% (BAIK) 

4. Indikator No. 2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan 

Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan  

D SEDANG 

(Tetap) 

 

- Terdapat SOP Pembalakan Ramah 
Lingkungan (RIL) Closing Up sebagaimana 

telah disampaikan pada saat penilaian audit 
tahap II yaitu dengan dokumen nomor : 
BNI/PRODUKSI-8/A-O tangga 03 Januari 

2013. 

- Sebagaimana disampaikan pada saat 
penilaian audit tahap II bahwa SOP  

pemanfaatan hutan ramah lingkungan telah 
tersedia, tetapi isinya belum lengkap sesuai 
dengan petunjuk teknis yang berlaku 

- Sampai dengan penilikan ke-1, tidak terdapat 
revisi ataupun perubahan terhadap SOP 
Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan ini. 
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2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

Pemanenan confensional  dengan system Mono 
Cabel (Pancang) merupakan aplikasi penerapan  
pemanenan yang berbasis RIL 

Keuntungan  dengan system pancang adalah : 

1. Tidak mengupas permukaan  tanah dalam 
pembukaan jalan sarad, hanya membuat 
lorong dengan cara menebas / 

membersihkan  tegakan  yang akan dilalui 
jalur penarikan log. 

2. Arah rebah kayu  diarahkan ke line jalur  

sarad 

3. Dalam proses penarikan, pangkal kayu 
dibuat runcing, supaya tidak banyak 

menggusur tanah (tdk dalam), dan 
meninggalkan bekas  parit akibat gususran 
tdk  dalam. 

2.4.3.  

Tingkat Kerusakan Tegakan 

Tinggal Minimal dan 

Keterbukaan Wilayah 

D BAIK 

(Tetap) 

 

- Uji petik kerusakan tinggal dan keterbukaan 
wilayah untuk penilikan ke-1 ini tidak dapat 

dilakukan karena izin RKTUPHHK-HA tahun 
2018 belum terbit, sehingga tidak dapat 
dilakukan penebangan. 

- Mengacu kepada hasil uji petik pada saat 
penilaian audit tahap II yang lalu didapatkan 
nilai kerusakan tegakan tinggal dan 

keterbukaan wilayah adalah sebesar 15% 

2.4.4.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

CD BAIK 

(Tetap) 

 

- Terdapat perhitungan FE berdasarkan 

perbandingan LHP dan LHC dan hasil uji 
petik di lapangan. 

Berdasarkan perbandingan LHP dan LHC dari 

6 (enam) petak contoh, dengan mengambil 

10 pohon secara acak didapatkan nilai FE 

sebesar 0,90 

- Uji petik untuk perhitungan FE berdasarkan 

pohon yang ditebang, tidak dapat dilakukan 
karena izin RKTUPHHK-HA tahun 2018 belum 
terbit. 

Berdasarkan hasil uji petik pada penilaian 

yang lalu didapatkan nilai Fe dari 2 pohon 

yang ditebang, masing-masing adalah 

sebesar 0,92 dan 0,98. 

Kesimpulan Indikator 2.4.   17/21 = 80,95% (BAIK) 
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5. Indikator No. 2.5  : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / 

Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT) 

yang Disusun Berdasarkan 

Rencana Kerja Jangka Panjang 

(RKU) dan Disahkan Sesuai 

Peraturan yang Berlaku (Dinas 

Prov, self approval)  

CD BAIK 

(Naik) 

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA secara 
lengkap yang disusun berdasarkan 
RKUPHHK-HA dan disahkan secara self 
Approval. 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Sisa 
Kegiatan RKTUPHHK-HA tahun 2016 (Carry 
Over) yang disetujui dan disahkan oleh 

Direktur Utama PT. Barito Nusantara Indah 
secara self approval melalui SK Direktur 
Utama IUPHHK-HA PT. Barito Nusantara 

Indah Nomor : 001/Kpts/DIR-BNI/RKT/2017  
tanggal 27 April 2017. 

Target produksi tebangan : 

- Tahun 2017 seluas 1.496 Ha Ha dan 
jumlah pohon sebanyak 12.216 pohon 
serta volume sebesar 31.935,56 m3  

- Carry Over tahun 2016 seluas 872,37 ha 
dan jumlah pohon 3.847 pohon serta 
volume sebesar 20.279,44 m3. 

- Total tahun 2017 seluas 2.368,37 dan 
jumlah pohon sebanyak 16.063 pohon 
serta volume sebesar 52.215 m3. 

Target Pembuatan Jalan : 

- Tahun 2017 : Jalan Utama di dalam blok 
sepanjang 6.587 meter dengan volume 
515,10 m3 (522 pohon), jalan cabang di 

dalam blok sepanjang 12.339 meter 
dengan volume 1.146,45 m3 (1.180 
pohon), Jalan Utama diluar blok sepanjang 

1.520 meter dengan volume 96,98 m3 (78 
pohon) 

- Carry Over Tahun 2016 : Jalan Utama di 

dalam blok sepanjang 2.640 meter dengan 
volume 326,92 m3 (232 pohon), jalan 
cabang di dalam blok sepanjang 1.499,74 

meter dengan volume 185,66 m3 (132 
pohon). 

- SK RKTUPHHK-HA berakhir pada tanggal 31 

Desember 2017 

2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek 

dengan Rencana Jangka 

Panjang 

D BAIK 

(Naik) 

Terdapat kesesuaian antara lokasi blok 

RKTUPHHK-HA tahun 2017 perubahan blok 
RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA berbasis 
IHMB sebagaimana dijelaskan pada verifier 

2.1.2., namun luasannya hanya sebagian dari 
alokasi blok dalam RKUPHHK-HA. 

- Di dalam peta perubahan RKTUPHHK-HA 

pada RKUPHHK-HA berbasis IHMB tercantum 
dalam legenda peta kerja RKUPHHK-HA 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

berupa : pembagian Blok Tebangan, 
Kawasan Lindung seperti : Buffer zone Hutan 
Lindung, Sempadan Sungai, KPSL, KKI, dan 

lereng “E”, serta areal tidak produktif seperti 
: Kebun Benih dan PUP. 

- Di dalam peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 
2017 terdapat areal yang boleh ditebang 

(warna hijau dan distempel), areal Kawasan 
Lindung seperti : Bufferzone Hutan Lindung, 
KPSL, KKI, dan Lereng > 40%, serta areal 

tidak produktif seperti Kebun Benih dan PUP.  
Sementara kawasan lindung berupa 
Sempadan Sungai tergambarkan dalam 

peta kerja, namun dalam legenda tidak 
tergambarkan. 

2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok 

Tebangan / Dipanen / 

Dimanfaatkan / Ditanam / 

Dipelihara beserta Areal yang 

Ditetapkan sebagai Kawasan 

Lindung (untuk Konservasi/ 

buffer zone/ pelesta-rian 

plasma nutfah / religi /budaya / 

sarana prasarana dan Penelitian 

& Pengembangan) 

D BAIK 

(Naik) 

Terdapat implementasi peta kerja berupa 
penandaan di lapangan yaitu : batas blok dan 
petak yang akan ditebang dan kawasan lindung 

atau areal tidak produktif.  

Dengan menggunakan metode pdf maps 
dilakukan uji petik terhadap beberapa titik 

tanda batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 
dan beberapa tanda batas antar petak dalam 
RKTUHHK-HA tahun 2017, yaitu antar petak 
245 I 247 dan antar petak 250 I 251 dan 

terdapat kesesuaian antara peta kerja dengan 

lapangan. 

Di dalam blok CO 2016 RKTUPHHK-HA 2017 
ditemukan kawasan lindung berupa Sempadan 
Sungai Belnau Kanan dan setelah dilakukan 

pengecekan titik-titik tersebut, terdapat 
kesesuaian antara peta kerja dengan lapangan. 

Uraian kondisi dan gambar setiap tanda diatas 

telah diuraikan pada verifier 2.1.2 dan 2.1.3. 

2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

D BAIK 

(Naik) 

Terdapat realisasi luasan dan volume tebangan 
total per kelompok jenis dari rencana tebangan 
tahunan dan lokasi panen sesuai dengan 

RKTUPHHK-HA yang disahkan. 

Terdapat realisasi volume produksi  : 

CO tahun 2016 : 

- Realisasi luas sebesar 65,41% (realisasi 

570,63 ha dari rencana 872,37 ha) 

- Realisasi volume sebesar 62,33% (realisasi 
12.959,66 m3 dari rencana 20.792,03 m3) 

Blok tahun 2017 : 

- Realisasi luas sebesar 86,41% (realisasi 
1.292,76 ha dari rencana 1.496 ha) 

- Realisasi volume sebesar 86,82% (realisasi 
29.252,85 m3 dari rencana 33.694,10 m3) 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Tota RKTUPHHK-HA tahun 2017 : 

- Realisasi luas sebesar 78,68% (realisasi 
1.863.39 ha dari rencana 2.368,37 ha) 

- Realisasi volume sebesar 77,47% (realisasi 
42.212,51 m3 dari rencana 54.486,13 m3) 

Realisasi produksi RKTUPHHK-HA tahun 2017 
sebesar luasan 76,68% dan volume 

77,47% (realisasi 70%-105%) 

Kesimpulan Indikator 2.5.   21 /21 = 100,00% (BAIK) 

6. Indikator No. 2.6  : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-
investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam 

Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, 
serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

CD SEDANG 

(Tetap) 

Terdapat Laporan Keuangan PT. Barito 
Nusantara Indah yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2016 dan telah diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng melalui 
Laporan  Laporan Auditor Independen Nomor : 
LAI-0410717/S tanggal 4 Juli 2017, dan 

didapatkan kondisi finansial sebagai berikut : 

- Opini Kantor Akuntan Publik adalah wajar 
dengan pengecualian, laporan keuangan 
terlampir secara wajar, dalam semua hal 

yang material, posisi keuangan PT. Barito 
Nusantara Indah tanggal 31 Desember 2016, 
serta kinerja keuangan dan arus kas untuk 

tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, 
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
di Indonesia. 

- Berdasarkan metode lancar / current ratio 
dengan membandingkan antara total aktiva 
lancar dengan hutang jangka pendek / 

lancar,  maka didapatkan nilia likuiditas 
sebagai berikut : 

Nilai Likuiditas = Nilai aktiva lancar Rp. 

61.228.581.109,- / hutang lancar Rp. 
87.937.188.201,- maka didapatkan nilai  
sebesar 69,63% (<100%) 

- Berdasarkan metode debt ratio dengan 
membandingkan antara total aktiva dengan 
total hutang, maka didapatkan nilai 
solvabilitas sebagai berikut : 

Nilai Solvabilitas = nilai total aktiva Rp. 
66.060.674.235,- /  total hutang Rp. 
87.937.188.201,-,  maka didapatkan nilai  

sebesar 75,12% (<100%) 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- Berdasarkan analisis perbandingan antara 
laba dengan aktiva, maka didapatkan nilai 
rentabilitas sebagai berikut : 

Nilai Rentabilitas = nilai laba operasi Rp. 
1.729.267.957,- dan nilai total aktiva Rp. 
66.060.674.235,- maka didapatkan nilai  
sebesar 2,62% (positif) 

Kondisi finansial PT. Barito Nusantara Indah 
adalah sebagai berikut : Opini wajar dengan 
pengecualian (Baik), Likuiditas <100% (Buruk), 

Solvabilitas <100% (Buruk), dan Rentabilitas 
Positif (Baik) 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 

Pemanfaaran Hutan Produksi 

(yang telah diaudit oleh 

akuntan publik) 

CD SEDANG 

(Turun) 

- Terdapat rencana tahun 2016 dan realisasi 
anggaran tahun 2016, Kelompok dan Jenis 
Kegiatan PT. Barito Nusantara Indah Camp 

Belinau, didapatkan seluruh kegiatan yang 
meliputi : Perencanaan, Pemanenan, 
Pembinaan Hutan, Pengendalian Kebakaran 

dan Pengamanan Hutan, Pembangunan 
Sarana dan Prasarana, Kewajiban kepada 
Negara, dan Administrasi Umum. 

- Ketercapaian biaya tahun 2016 adalah 
sebesar 54,70% dimana terealisasi sebesar 
Rp. 11.913.943.528,- dari rencana 

21.781.686.175,-.   

- Ketercapaian biaya tahun 2017 s/d 
November 2017 (Un-audited) adalah sebesar 

81,45% dimana terealisasi sebesar Rp. 
21.736.665.551,- dari rencana 
26.688.251.737,-.   

- Rata-rata ketercapaian selama 2 (dua) tahun 
adalah sebesar 69,43% (60-79%) 

2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

CD SEDANG 

(Tetap) 

- Terdapat alokasi dana yang tidak 
proporsional untuk seluruh kegiatan TPTI. 

- Berdasarkan rencana tahun 2016 dan 

realisasi anggaran tahun 2016, Kelompok 
dan Jenis Kegiatan PT. Barito Nusantara 
Indah Camp Belinau, didapatkan : 

pencapaian realisasi tertinggi adalah pada 
kegiatan Umum Perencanaan sebesar 98% 
dan terendah kegiatan Kupas Kulit, Paku S, 

dan Penandaan sebesar 37,00% atau 
terdapat perbedaan sebesar 61% (>50%) 

- Berdasarkan dokumen realisasi anggaran 
tahun 2017, didapatkan : pencapaian 

realisasi tertinggi adalah pada pelaksanaan 
kelola sosial / CSR / PMDH sebesar 105% 
dan terendah kewajiban kepada negara 

sebesar 75,53% atau terdapat perbedaan 
sebesar 29,47% (20-50%) 
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- Rata-rata realisasi alokasi dana yang 
proporsional tahun 2016 dan 2017 adalah 
sebesar  45,23% (20-50%) 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

CD SEDANG 

(Tetap) 

- Terdapat pendanaan tahun 2016 untuk 
kegiatan teknis kehutanan berupa 

perencanaan, pembinaan hutan, kebakaran 
dan perlindungan hutan, kewajiban kepada 
lingkungan dan sosial, rata-rata keterapaian 

>90% dari anggaran yang direncanakan. 

- Sebagian lagi kegiatan seperti : pemanenan, 
pembangunan sarana & prasarana, 

kewajiban kepada negara, rata-rata 
ketercapaian <50%. 

- Sementara tahun 2017 (un-audited) 
menunjukkan peningkatan terhadap 

ketercapaian anggaran biaya kegiatan, 
walaupun sebagian besar kegiatan belum 
mencapai 100%. 

Secara umum masih ada sebagian dari kegiatan 
walaupun secara anggaran berjalan lancar 
namun tidak sesuai dengan tata waktu yang 

telah direncanakan. 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 
(kembali) Ke Hutan 

D BAIK 

(Naik) 

Terdapat modal yang ditanamkan kembali ke 
hutan berupa kegiatan pembinaan hutan, 
pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan 
sosial, penelitian dan pengembangan, serta 

pengendalian kebakaran dan pengamanan 
hutan, berdasarkan realisasi tahun 2016 maka 
didapatkan realisasi sebesar 92,01% dan tahun 

2017 (s/d November 2017) sebesar 97,16%. 

2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 
Penanaman / Pembinaan Hutan 

CD BAIK 

(Naik) 

Berdasarkan Laporan Bulanan TPTI dan Non 
TPTI Periode Desember 2017 didapatkan : 

Realisasi penanaman tahun 2017 adalah 
sebagai berikut : 

- Penanaman Pengayaan terealisasi seluas 
34,62 ha dari rencana 37,12 ha atau 93,26% 

- Penanaman Rehabilitasi terealisasi seluas 

5,21 ha dari rencana 5,57 ha atau 93,46% 

- Penanaman kiri kanan jalan angkutan 
terealisasi seluas 23,39 ha dari rencana 

25,75 ha atau 90,82% 

- Penanaman tanah kosong terealisasi seluas 
25,63 ha dari rencana 28,00 ha atau 91,55 

ha 

Realisasi pemeliharaan tahun 2017 adalah 
sebagai berikut : 

- Pemeliharaan tanaman pengayaan seluas 
33,72 ha dari rencana 36.15 ha atau 93,28 

- Pemeliharaan tanaman kiri kanan jalan 

angkutan terealisasi seluas 23,39 dari 
rencana 25,75 ha atau 90,82% 
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- Pemeliharaan tanaman tanah kosong 
terealisasi seluas 24,83 ha dari rencana 
28,00 ha atau 88,69% 

Kesimpulan Indikator 2.6.   17/21 = 80,95% (BAIK) 

C. KRITERIA EKOLOGI 

1. Indikator No. 3.1  : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada 

Setiap Tipe Hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

D BAIK 

(Tetap) 

Luas kawasan lindung (KL) masing-masing telah 
dirinci dalam dokumen RKL-RPL (1998) yang 

sudah disetujui berdasarkan surat Komisi Pusat 
AMDAL Dephut, No: 53/DJ-VI/AMDAL/98 
tanggal 30 April 1998 dan dokumen RKU 
berbasis IHMB tahun 2012 periode 2012-2021 

yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri 
Kehutanan Republik Indonesia melalui 
Keputusan No: SK.76/BUHA-2/2012 tanggal 4 

September 2012, dan seluruhnya sesuai dengan 
kondisi biofisiknya 

3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah 

ditandai, tanda batas dikenali) 

D SEDANG 

(Tetap) 

- Terdapat BA kegiatan penataan batas KPSL 
tanggal 12 Mei 2017 sepanjang 14.939 m 

dan beberapa BA terkait pemeliharaan tanda 
batas kawasan lindung sempadan Sungai 
Belinau, sempadan Sungai Ugu, sempadan 
Sungai Tapu, sempadan Sungai Talang, BZ-

HL Hulu Sungai Tabang, dan kawasan lereng 
E yang dilaksanakan selama bulan April s.d 
September tahun 2017 

- Prosentase KL yang sudah di tata batas dan 
ditandai di lapangan, terdapat realisasi 
penambahan penataan batas KL sepanjang 

14.939 m menjadi total 266.638 m (65,31%) 
dari yang seharusnya. 

3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

D SEDANG 

(Turun) 

- Saat audit penilikan ke-1 ini dilaksanakan, di 
basecamp Belinau km 75 tidak tersedia fisik 
citra landsat skala 1:100.000 tersebut diatas, 

yang tersedia di basecamp adalah copy surat 
pengesahan citra tersebut beserta peta 
lampirannya yang diprint diatas kertas 

ukuran A4. Ketersediaan peta hasil 
penafsiran citra landsat dengan skala yang 
memadai adalah sangat vital untuk menilai 

kondisi tutupan vegetasi terkini dari areal 
kawasan lindung. Dengan tidak tersedianya 
peta citra di basecamp Belinau km 75, maka 

penilaian kondisi tutupan vegetasi areal 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 25 dari 54 
 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

kawasan lindung tidak dapat ditentukan, 
sehingga diterbitkan LKS. 

- Pada tanggal 24 Januari 2018, PT. BNI telah 

menyerahkan kepada auditor ekologi Peta 
Penafsiran Citra Satelit PT. BNI skala 
1:100.000 yang disahkan oleh Direktur 
IPSDH No. 

S.534/IPSDH/PSDH/PLA.1/11/2017 tanggal 
23 November 2017. Adapun data dari Peta 
Hasil Penafsiran Cira tersebut adalah citra 

landsat 8 OLI band 654 path 117 dan 118 
row 59 skala 1:100.000 liputan tanggal 10 
Maret dan 10 September 2017 dengan total 

penutupan awan sebesar 6,7% dari seluruh 
luas areal PT. BNI. Dengan adanya peta hasil 
pemeriksaan citra satelit tersebut diatas, 

maka LKS verifier 3.1.3 tersebut dapat di-
close. 

- Hasil uji petik lapangan terhadap kondisi 

tutupan lahan kawasan lindung di areal 
sempadan Sungai Belinau Kiri sekitar km 79 
pada posisi koordinat sekitar N 00052’58” dan 

E 115033’30”, dan sempadan Sungai Belinau 
Kanan sekitar km 85 pada posisi koordinat 
sekitar N 00055’02” dan E 115034’28”, 
ditemukan pondok dan ladang masyarakat 

didalam areal sempadan sungai tersebut 
diatas. 

- Dengan menganut prinsip kehati-hatian dan 

dengan mempertimbangkan hasil penilaian 
audit tahun lalu, dimana tahun lalu 
dilaporkan bahwa kondisi tutupan vegetasi 

areal kawasan lindung 100% masih berhutan 
berdasarkan hasil penafsiran citra lama, dan 
hasil observasi lapangan tahun ini yang 

menemukan adanya kebun dan pondok 
masyarakat yang terdapat di areal kawasan 
lindung sempadan Sungai Belinau Kiri dan 

sempadan Sungai Belinau Kanan, dengan 
demikian maka nilai kinerja untuk verifier ini 
dapat ditentukan 

3.1.4 

Pengakuan para pihak 

terhadap kawasan dilindungi 

CD SEDANG 

(Turun) 

- Selama periode setahun terakhir, setelah 
audit penilaian awal yang dilaksanakan tahun 

lalu (2017) sampai dilakukannya audit 
penilikan ke-1 saat ini (tahun 2018), tidak 
terdapat tambahan bukti terkait 

sosialisasi/pengakuan para pihak terhadap KL 
di areal PT. BNI. 

- Sampai dengan saat ini, tidak tersedia 

bukti bahwa pernah dilakukan sosialisasi 
terkait keberadaan kawasan lindung di areal 
PT. BNI yang dilakukan di desa-desa Muara 

Tiq dan Mamahak Ilir. 
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- Hasil uji petik lapangan terhadap kondisi 
tutupan lahan kawasan lindung di areal 
sempadan Sungai Belinau Kiri sekitar km 79 

pada posisi koordinat sekitar N 00052’58” dan 
E 115033’30”, dan sempadan Sungai Belinau 
Kanan sekitar km 85 pada posisi koordinat 
sekitar N 00055’02” dan E 115034’28”, 

ditemukan pondok dan ladang masyarakat 
didalam areal sempadan sungai tersebut 
diatas. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak 

semua masyarakat sekitar mengerti, 
mengetahui, dan/atau mengakui akan fungsi 
dan keberadaan kawasan lindung yang ada 

dalam areal PT. BNI. 
 
 

3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang 

areal/land scaping sesuai 

RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU 

D SEDANG 

(Turun) 

- PT. BNI telah melakukan sebagian besar 
kegiatan pengelolaan areal kawasan lindung 

yang ada tetapi belum sepenuhnya 
memenuhi rencana kegiatan pengelolaan 
yang ada dalam dokumen RKL tahun 1998, 

seperti (a) belum membuat trucuk 
(guludan) areal sempadan sungai yang 
rawan longsor, dan (b) belum melakukan 

pembuatan bangunan konservasi terutama di 
areal rawan longsor pada kawasan lindung 
lereng E. 

 
 

Kesimpulan Indikator 3.1.   20/27 = 74,07% (SEDANG) 

2. Indikator No. 3.2  : Perlindungan dan pengamanan hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

D SEDANG 

(Turun) 

PT. BNI telah memiliki SOP terkait perlindungan 

dan pengamanan hutan yang mencakup jenis-
jenis gangguan yang ada di arealny, tetapi 
khusus untuk SOP Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran Hutan (No: 

BNI/BINHUT-8/A-0) tahun 2013 belum 
mengacu ke Permen LHK No. 
P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan, 
terkait sarana-prasarana yang dibutuhkan, SDM 
dan kompetensi personil yang diperlukan, serta 

kegiatan-kegiatan minimal yang perlu 
dilakukan. 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.2 

Sarana prasarana 

perlindungan gangguan hutan 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT. BNI telah memiliki sarana prasarana 
perlindungan hutan, tetapi belum sepenuhnya 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam 

hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 
tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan 
Lahan, antara lain jumlah dan jenis sarana 
perlengkapan pribadi seperti baju anti api, 

lampu kepala dll, perlengkapan untuk setiap 
regu seperti peralatan standar evakuasi dan 
penyelamatan, jumlah tenda yang masih kurang 

dll, peralatan mekanis seperti jumlah pompa 
yang masih kurang dl 

3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

D SEDANG 

(Turun) 

- PT. BNI telah memiliki SDM perlindungan 
hutan, yakni: (a) personil satpamhut  dengan 
jumlah dan kualifikasi personil belum sesuai 

dengan peraturan yang berlaku yakni SK 
Menhut No. 523/Kpts-II/93, dan (b) personil 
Satgas Damkarhut dengan jumlah yang 

cukup, tetapi kompetensi belum sesuai 
dengan Permen LHK No. P.32 tahun 2016. 

- Terkait kegiatan pengamanan hutan, PT BNI 

juga dibantu dan telah bekerjasama dengan 
KORAMIL Long Bagun untuk meningkatkan 
kinerja SDM perlindungan hutan. 

- Selain itu, PT. BNI belum membentuk regu 
pendukung dan regu perbantuan (MPA-
Masyarakat Peduli Api) dalam rangka 

mendukung pencegahan dan pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan. 

3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

D SEDANG 

(Turun) 

PT. BNI telah melakukan Kegiatan perlindungan 
hutan dan diimplementasikan melalui tindakan 
tertentu (preemptif/preventif/represif) tetapi 

belum sepenuhnya sesuai dengan Permen LHK 
No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian 
Kebakaran Hutan. Hal-hal yang masih kurang 

dan belum dilakukan antara lain (a) PT. BNI 
belum membentuk regu perbantuan (MPA) 
maupun regu pendukung dalam rangka 

menunjang upaya pencegahan dan 
pengendalian kebakaran hutan, dan (b) PT. BNI 
telah membuat Peta Rawan Kebakaran tetapi 

informasi didalamnya belum lengkap, seperti 
belum mencantumkan jalur-jalur patroli atau 
informasi penting lainnya seperti lokasi embung 
air, lokasi pos pantau, atau jalur-jalur sekat 

bakar hijau/kuning sesuai SOP dll, serta  belum 
disosialisasikan kepada regu Satgas Damkarhut 

Kesimpulan Indikator 3.2.   16/24 = 66,67% (SEDANG) 
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3. Indikator No. 3.3. : Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air 

Akibat Pemanfaatan Hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT BNI telah memiliki prosedur pengelolaan 
terhadap sebagian dampak terhadap tanah 
dan air akibat pemanfaatan hutan. SOP yang 

belum tersedia atau masih kurang antara lain 
(a) SOP terkait pengelolaan sampah 
domestik/camp, dan (b) SOP Pengelolaan 
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Nomor: 

BNI/BENGKEL-3/A-0) tahun 2013 belum 
mengacu kepada peraturan terbaru, yakni PP 
No. 101 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 

tentang Pengelolaan Limbah B3. 

 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D SEDANG 

(Tetap) 

- PT. BNI telah meiliki sarana pengelolaan dan 
pemantauan dampak tetapi belum 
sepenuhnya sesuai dengan dokumen 

perencanaan, peraturan yang berlaku, 
dan/atau SOP yang ada 

- PT. BNI belum memiliki ijin TPS limbah dari 

instansi terkait 
- PT. BNI belum memiliki sarana pemantauan 

seperti SPAS sebagaimana direncanakan 

dalam dokumen RKL (1998), serta sarana 
lainnya sesuai dengan ketersediaan SOP, 
seperti water test kit dll. 

3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D SEDANG 

(Tetap) 

- Berdasarkan data Ganis PHPL, saat audit 
dilaksanakan PT. BNI baru memiliki Ganis 

PHPL Binhut sebanyak 1 (satu) orang atas 
nama Irfan Sofyan (Noreg. 02177-
13/BINHUT/XX/2016, masa berlaku sampai 

18 Desember 2019), masih kurang sebanyak 
4 (empat) orang menurut Perdirjen PHPL No. 
P.16/PHPL-IPHH/2015, sehingga diterbitkan 

LKS. 
- Pada tanggal 26 Januari 2018, PT. BNI telah 

menyerahkan kepada auditor ekologi 

seperangkat dokumen bukti pemenuhan LKS 
verifier 3.3.3 tersebut diatas, sehingga LKS 
untuk verifier 3.3.3 tersebut dapat di-close. 

- Bukti-bukti dokumen pemenuhan LKS 
tersebut diatas adalah sebagai berikut: 
(a) Surat Keputusan Manager PH PT. Aya 

Yayang Indonesia No. 020/CAMP-
AY/D/SK/I/2018 tanggal 20 Januari 2018 
tentang pemutusan hubungan kerja Sdr. 
Ernawan Budi Santoso sebagai 

karyawan/Ganis PHPL Binhut pada 
perusahaan PT. Aya Yayang Indonesia; 

(b) Surat Keputusan Manager PH PT. Aya 

Yayang Indonesia No. 021/CAMP-
AY/D/SK/I/2018 tanggal 20 Januari 2018 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

tentang pemutusan hubungan kerja Sdr. 
Edy Siswadi sebagai karyawan/Ganis 
PHPL Binhut pada perusahaan PT. Aya 

Yayang Indonesia; 
(c) SK Dirut PT. BNI No. 01/SK/DIR-

BNI/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 
perihal penunjukan dan pengangkatan 

sdr. Edy Siswadi sebagai karyawan/ 
Ganis PHPL Binhut pada perusahaan 
IUPHHK-HA PT. BNI; 

(d) SK Dirut PT. BNI No. 02/SK/DIR-
BNI/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 
perihal penunjukan dan pengangkatan 

sdr. Edy Ernawan Budi Santoso sebagai 
karyawan/Ganis PHPL Binhut pada 
perusahaan IUPHHK-HA PT. BNI; 

(e) Surat dari Dirut PT. BNI yang ditujukan 
kepada Kepala PHP Wil. IX Banjarmasin 
tanggal 22 Januari 2018 perihal 

permohonan mutasi kartu Ganis PHPL 
dari IUPHHK-HA PT. Aya Yayang 
Indonesia Kab. Tabalong, Prov. 

Kalimantan Selatan ke IUPHHK-HA PT. 
BNI, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. 
Kalimantan Timur an. Edy Siswadi dan 
Ernawan Budi Santoso; 

(f) Surat dari Kepala BPHP Wil. IX 
Banjarmasin yang itujkan kepada Kepala 
BPHP Wil. XI Samarinda No.S.089/BPHP-

IX/PEPHP/1/2018 tanggal 24 Januari 
2018 perihal rekomendasi mutasi Ganis 
PHPL; 

(g) Surat dari Dirut PT. BNI yang ditujukan 
kepada Kepala PHP Wil. XI Samarinda 
tanggal 25 Januari 2018 perihal 

permohonan mutasi SIM Ganis PHPL 
Binhut An. Sdr. Edy Siswadi dan 
Ernawan Budi Santoso, yang dilengkapi 

dengan bukti tanda terima dari kantor 
BPHP Wil. XI Samarinda tanggal 26 
Januari 2018. 

3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

D SEDANG 

(Tetap) 

Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan 
dampak dan sudah diimplementasikan 

sebagian (minimal 50%). Kegiatan 
pengelolaan yang masih kurang atau belum 
dilaksanakan antara lain (a) belum memiliki ijin 

TPS limbah dari instansi terkait, (b) kegiatan 
pengelolaan sampah domestik masih 
menggabungkan antara sampah organik dan 

sampah anorganik sampai pada TPA, (c) telah 
melakukan pengelolaan LB3 tetapi belum 
sepenuhnya memenuhi peraturan yang berlaku 

yakni PP No. 101 tahun 2014 tanggal 17 
Oktober 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dan (d) belum melakukan penyuluhan 
konservasi tanah dan air bagi karyawan dan 
masyarakat sekitar terutama peladang 

sebagaimana disebutkan dalam dokumen RKL 
(1998) 

3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT. BNI telah memiliki dokumen rencana 
pemantauan dampak dan telah 
diimplementasikan sebagian (minimal 50%). 

Kegiatan pemantauan yang belum dilaksanakan 
antara lain (a) Pemantauan sedimentasi di 
badan air, dan (b) Pemantauan kualitas fisik 

kimia air sungai 

3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan 

air 

D SEDANG 

(Tetap) 

- Terdapat indikasi terjadinya dampak yang 

besar dan penting terhadap tanah dan air, 
serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai 
ketentuan 

- Hasil uji petik lapangan, terlihat di beberapa 
tempat tanda-tanda telah terjadinya 
sedimentasi seperti di Sungai Tapu pada 

posisi koordinat sekitar N 00o57’21” dan E 
115o36’05”, Sungai Marang pada posisi 
koordinat sekitar N 00o58’15” dan E 

115o31’22”, dan di bekas jalan sarad ex RKT 
2016 pada posisi koordinat sekitar N 
00o58’18” dan E 115o31’39”.  

- Selama observasi lapangan, kondisi air 

sungai-sungai yang diamati bervariasi dari 
agak keruh sampai jernih. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan beberapa pendamping 

lapangan dari PT. BNI diketahui bahwa 
secara umum, kondisi air sungai-sungai yang 
ada dalam areal ini akan cukup keruh jika 

terjadi hujan yang cukup deras tetapi kondisi 
ini akan kembali lagi cukup jernih jika tidak 
terjadi hujan dalam beberapa hari. 

- Berdasarkan perhitungan data hasil 
pemantauan selama tahun 2017 pada bak 
pantau erosi, diperoleh data laju erosi 

berkisar dari 89.36 s.d 162.34 ton/ha/tahun 
dengan nilai rata-rata 119.79 ton/ha/thn, 
termasuk tingkat bahaya erosi kelas sedang 

berdasarkan kriteria RRL (1986), dan bila 
data laju erosi ini dibandingkan dengan 
peraturan terbaru  yakni kriteria yang ada 
dalam PP No. 150 Tahun 2000 tentang 

Pengendalian Kerusakan Tanah untuk 
Produksi Biomassa, dan dengan menganggap 
kedalaman rata-rata solum tanah di wilayah 

ini sekitar 150 cm, maka nilai laju erosi ini 
tergolong kedalam kelas laju erosi sangat 
berat  dari 5 (lima) kelas laju erosi yakni SR 

(sangat ringan), R (ringan), S (sedang), B 
(berat), dan SB (sangat berat). 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- Kegiatan pengelolaan LB3 sudah dilakukan, 
tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Di areal bengkel di 

sekitar basecamp Sei Belinaumasih 
ditemukan ceceran oli di tanah yang ada di 
area bengkel khususnya disekitar tangki 
penampungan oli bekas. 

- Kegiatan pengelolaan sampah domestik di 
basecamp belum memisahkan antara 
sampah organik dan sampah anorganik, 

begitu pun di lokasi TPA masih menggabung 
antara sampah organik dan sampah 
anorganik. 

Kesimpulan Indikator 3.3.   24/36 = 66,67% (SEDANG) 

4. Indikator No. 3.4  : Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau 
Langka (endangered), Jarang (rare), Terancam Punah 
(threatened) dan Endemik 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1 

Ketersediaan prosedur 
identifikasi flora dan fauna yang 
dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan 
endemik mengacu pada 
perundangan/ peraturan yang 

berlaku 

 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT BNI telah memiliki prosedur identifikasi flora 

dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik yang terdapat di 
areal pemegang izin, tetapi SOP terkait kegiatan 

identifikasi flora dan fauna baru mengacu ke PP 
7 tahun 1999 dan Appendix CITES, tetapi belum 
mengacu ke IUCN Redlist. Kedua peraturan 

atau konvensi internasional tersebut diatas 
harus diacu dan diimplementasikan karena 
Indonesia telah turut menandatangani aturan 

atau konvensi internasional tersebut 

3.4.2 

Implementasi kegiatan 
identifikasi 

D BAIK 

(Naik) 

- Analisis keberadaan dokumen dan Bukti 

implementasi di lapangan 
- Terdapat implementasi identifikasi flora dan 

fauna yang mencakup seluruh jenis yang 

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik yang terdapat di areal 
pemegang izin. Hasil kegiatan identifikasi 

terbaru flora dan fauna yang dilindungi 
sudah dirinci berdasarkan status 
perlindungannya menurut sifat endemiknya, 

peraturan yang berlaku PP 7/1999, tingkat 
kerawanannya menurut RedList IUCN, dan 
aturan perdagangannya menurut Appendix 

CITES. 

Kesimpulan Indikator 3.4.   10/12 = 83,33% (BAIK) 
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5. Indikator No. 3.5 : Pengelolaan Flora untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, 
dan bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau 
jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.5.1 

Ketersedian prosedur pengelo-

laan flora yang dilindungi 
mengacu pada peraturan 
perundangan yang berlaku 

D SEDANG 

(Tetap) 

Kegiatan pengelolaan flora yang ada dalam 
kumpulan SOP terkait pengelolaan flora 

dilindungi masih bersifat umum, dan belum 
sepenuhnya spesifik/berbasis jenis flora 
dilindungi berdasarkan hasil identifikasi flora 

sebelumnya 

3.5.2 

Implementasi kegiatan 
pengelolaan flora sesuai dengan 
yang direncanakan 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT. BNI belum sepenuhnya melakukan 
kegiatan pengelolaan flora berbasis jenis 
flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi 
flora sebelumnya. PT. BNI baru melakukan 

sebagian dari bentuk-bentuk kegiatan 
pengelolaan flora yang ada dalam SOP. 
Kegiatan yang masih kurang dan/atau belum 

dilakukan antara lain: (a) Membuat peta skala 
1:1000 lokasi tegakan ulin dan/atau tumbuhan 
langka lainnya dan sebarannya, (b) Pengadaan 

jenis bibit flora dilindungi di persemaian masih 
kurang dari jenis yang dilindungi, (c) Melakukan 
penanaman kembali jenis-jenis flors dilindungi 

di areal bekas blok tebangan, dan (d) 
Melakukan pelatihan secara periodik terhadap 
karyawan (minimal setahun sekali) tentang 

pengelolaan satwa dan vegetasi dilindungi 

3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 
dan/atau jarang, langka dan 
terancam punah dan endemik 

D SEDANG 

(Tetap) 

- Berdasarkan Laporan Pengamanan dan 

Perlindungan Hutan tahun 2017, selama 
bulan Juli 2017, sepanjang jalan angkutan ari 
basecamp Sei Belinau km 75 sampai dengan 

blok RKT 2017 ditemukan terdapat pondok 
bekas masyarkat pencari gaharu. 

- Berdasarkan hasil wawancara auditor sosial 

dengan Bapak Juen, salah seorang 
masyarakat kampung Tuboq, selama tahun 
2017 terdapat 3 (tiga) kelompok masyarakat 

pencari gaharu yang mencari gaharu di 
wilayah hak ulayat masyarakat kampung 
Tuboq, yakni kelompok orang Lombok 

sebanyak 7 orang, kelompok masyarakat 
Memahak Besar berjumlah 3 – 5 orang, dan 
kelompok masyarakat Long Merah berjumlah 
3-5 orang. Menurut bapak Juen tersebut, 

potensi gaharu di wilayah ini masih cukup 
baik, dan masyarakat luar yang akan mencari 
gaharu di wilayah adat kampung Tuboq 

harus menghubungi perwakilan masyarakat 
Tuboq untuk meminta ijin dan membayar 
sebesar Rp.250.000,- per orang untuk 

dimasukkan sebagai kas desa. 
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NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- Kesimpulan auditor secara umum adalah 

terdapat gangguan terhadap kondisi 
sebagian species flora dilindungi dan/atau 
jarang, langka dan terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal pemegang 

izin, seperti jenis kayu gaharu. 

Kesimpulan Indikator 3.5.   12/18 = 66,67% (SEDANG) 

6. Indikator No. 3.6  : Pengelolaan Fauna untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, 

dan bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.6.1 

Ketersedian prosedur 
pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 
peraturan perundangan yang 
berlaku, dan tercakup kegiatan 

perencanaan, pelaksana, 
kegiatan, dan pemantauan) 

D SEDANG 

(Tetap) 

Kegiatan pengelolaan fauna yang ada dalam 
kumpulan SOP terkait pngelolaan fauna masih 
bersifat umum, dan belum spesifik/berbasis 

jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil 
identifikasi fauna sebelumnya. 

3.6.2 

Realisasi pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan fauna sesuai 

dengan yang direncanakan 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT. BNI belum sepenuhnya melakukan 
kegiatan pengelolaan fauna berbasis jenis 
fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi 

fauna sebelumnya, misalnya meyediakan di 
persemaian dan menanam jenis flora pakan 
satwa. PT. BNI baru melakukan sebagian dari 

bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna 
sebagaimana yang ada dalam SOP. Kegiatan 
yang masih kurang dan/atau belum dilakukan 

antara lain: (a) Melakukan pelatihan secara 
periodik terhadap karyawan (minimal setahun 
sekali) tentang pengelolaan satwa dan vegetasi 

dilindungi, (b) Melakukan pemantauan satwa 
dilindungi pada jalur pemantauan permanen 
(JPP), dan (c) Membuat Peta sebaran jenis 
satwa dilindungi 

3.6.3 

Kondisi species fauna dilindungi 
dan/atau jarang, langka dan 
terancam punah dan endemik 

D SEDANG 

(Tetap) 

- Berdasarkan Laporan Pengamanan dan 

Perlindungan Hutan tahun 2017, selama 
bulan Agustus 2017, di perbatasan areal 
dengan PT. Marimun ditemuan masyarakat 

pencari burung, dan selama bulan Oktober 
2017, pada saat patroli disepanjang jalan 
logpond s.d blok tebangan 2017, di km 83 

ditemukan terdapat pondok bekas 
masyarakat yang melakukan kegiatan 
berburu. 
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NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- Berdasarkan hasil wawancara auditor sosial 

dengan tokoh masyarakat Memahak Besar 
dan tokoh masyarakat Memahak Ulu, bahwa 
masyarakat desa Memahak Besar biasanya 
hanya berburu babi dengan anjing atau 

tombak, tetapi untuk masyarakat Memahak 
Ulu sekali-sekali masih mengadakan kegiatan 
berburu payau, khususnya jika ada keperluan 

untuk pesta atau hari raya, seperti 
pernikahan atau idul fitri. 

- Berdasarkan hasil wawancara auditor sosial 

dengan Bapak Juen, salah seorang 
masyarakat kampung Tuboq, selama tahun 
2017, masyarakat Kampung Tuboq masih 

sering berburu payau dengan menggunakan 
jerat dan anjing. Biasanya hasil buruan 
payau, mereka jual dengan harga 

Rp.20.000,- per kg. 
- Kesimpulan auditor secara umum adalah 

terdapat gangguan terhadap kondisi 

sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau 
jarang, langka dan terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal pemegang 
izin, seperti jenis payau. 

Kesimpulan Indikator 3.6.   12/18 = 66,67 (SEDANG) 

D. KRITERIA SOSIAL 

1. Indikator No. 4.1  : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang 

izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau 

masyarakat setempat.  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Ketersediaan dokumen/laporan 
mengenai pola penguasaan dan 
pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat, 

dan rencana pemanfaatan SDH 
oleh pemegang izin. 

    

D SEDANG 

(Tetap) 

PT Barito Nusantara Indah telah memiliki 
sebagian dokumen terkait pola penguasaan dan 
pemanfaatan SDA/SDH setempat yang 
dituangkan pada Peta Sosial Pemanfaatan 

Kawasan oleh Masyarakat PT Barito Nusantara 
Indah Skala 1 : 150.000 tanggal 7 Agustus 
2017 dan Peta  Hasil Tata Batas Desa Muara 

Tuboq dan Muara Tiq dalam Areal PT Barito 
Nusantara Indah Kabupaten Kutai Kartanegara 
Provinsi Kaltim Skala 1:120.000.  Data yang 

belum tersedia yaitu pemanfaatan HHBK oleh 
masyarakat di dalam areal, berdasarkan hasil 
wawancara terdapat aktivitas dari luar wilayah 

(warga Lombok, Mamahak Besar dan Mamahak 
Hulu) yang mencari gaharu dan melakukan 
kegiatan berburu. 
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NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat dan atau masyarakat setempat tertuang  
dalam dokumen Laporan Hasil Identifikasi Awal 
Hak-Hak Tradisional dan Aktifitas Masyarakat 

Adat/Setempat di Areal IUPHHK PT Barito 
Nusantara Indah Tahun 2011, sesuai Penilian 
Awal dan berdasarkan observasi lapang kondisi 

masih relevan dan telah direalisasikan dalam 
bentuk perjanjian kerjasama dengan 
masyarakat dan kegiatan kelola sosial lainnya.  

Sedangkan dalam rencana pemanfaatan SDH, 

telah tertuang pada dokumen RKUPHHK-HA  
Periode 2012-2021, RKTUPHHK tahun 2017 
secara mandiri (self approval) dan Rencana 

Operasional (RO) Kegiatan Kelola Sosial Tahun 
2017. 

 

4.1.2. 

Tersedia mekanisme 
pembuatan batas / rekon-
struksi batas kawasan secara 
partisipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan 

 

CD BAIK 

(Tetap) 

PT Barito Nusantara Indah telah memiliki 

mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas 
kawasan secara partisipatif dan penyelesaian 
konflik batas kawasan yang disepakati para 
pihak yang tertuang pada Prosedur No. 

BNI/SOSIAL-3/A-0 tentang Prosedur 
Operasional Standar Pemetaan  Batas 
Partisipatif dan Prosedur No. BNI/SOSIAL-2/A-0 

tentang Prosedur Penyelesaian Konflik dengan 
Masyarakat (sama seperti pada Penilaian Awal). 

 

4.1.3. 

Tersedia mekanisme pengakuan 

hak-hak dasar masyarakat 
hukum adat dan masyarakat 
setempat dalam perencanaan 

pemanfaatan SDH 

 

D BAIK 

(Tetap) 

 

PT Barito Nusantara Indah telah  memiliki 
mekanisme terkait  pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat 
setempat dalam perencanaan pemanfaatan 
SDH yang legal,  lengkap dan jelas yang 

tertuang dalam Prosedur No. BNI/SOSIAL-5/A-0 
tentang Akses Masyarakat terhadap Hutan dan 
Prosedur No. BNI/SOSIAL-8/A-3 tentang 

Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat 
(sama seperti pada Penilikan Awal). 

 

4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 
antara kawasan/areal kerja unit 
manajemen dengan kawasan 

kehidupan masyarakat. 

CD SEDANG 

(Tetap) 

PT Barito Nusantara Indah berada di dalam 
wilayah administratif 2 desa yaitu Desa Muara 

Tiq dan Desa Muara Tuboq dan sudah dilakukan 
tata batas partisipatif pada tahun 2012, namun 
belum diketahui luasan masing-masing desa.  

Terhadap pemukiman dan kegiatan 
perladangan masyarakat di KM 79 dan KM 85 
telah dipetakan namun belum diketahui luasnya 

dan penandaan batasnya.  Demikian pula 
terhadap tempat-tempat yang dianggap penting 
oleh masyarakat. 
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NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 
pihak atas luas dan batas areal 
kerja IUPHHK/KPH 

 

CD BAIK 

(Tetap) 

 

Dalam kegiatan operasionalnya  PT Barito 

Nusantara Indah  telah mendapat persetujuan 
dan dukungan dari para pihak yang meliputi 
pemerintah pusat/daerah dan masyarakat 

sekitar areal.  Hal ini dibuktikan dengan hasil 
wawancara dengan perwakilan masyarakat, 
dimana masyarakat berharap PT BNI tetap 

berlanjut kegiatan operasionalnya dan   
kerjasama/kesepakatan dengan masyarakat 
tetap berlangsung.  

Kesimpulan Indikator 4.1.   18/21 = 85,71% (BAIK) 

2. Indikator No. 4.2  : Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku.  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 
menyangkut tanggung jawab 
sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan perun-
dangan yang relevan/berlaku. 

D BAIK 

(Naik) 

PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen 

yang lengkap menyangkut tanggung jawab 
sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku/relevan tertuang 

dalam, RKUPHHK periode 2012-2021, 
RKTUPHHK Tahun 2017 dan RO Kegiatan Kelola 
Sosial Tahun 2017, Laporan Pelaksanaan 

Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 
Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2017, Berita 
Acara Pembayaran Fee Kompensasi dan 

kegiatan PMDH serta kuitansi pembayaran. 

4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 
pemenuhan kewajiban sosial 
pemegang izin terhadap 

masyarakat 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT Barito Nusantara Indah telah  memiliki  

mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial  
terhadap masyarakat  yang tertuang dalam 
Prosedur  No. BNI/SOSIAL-1/A-0 tentang Kelola 

Sosial, Prosedur No. BNI/SOSIAL-6/A-1 
tentang Bantuan Kegiatan Keagamaan dan 
Prosedur No. BNI/SOSIAL-8/A-3 tentang 

Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat serta 
kesepakatan dengan masyarakat.  

Kesepakatan dengan masyarakat diantaranya 
kesepakatan terkait fee kompensasi, kerjasama 

supplai sayuran, kerjasama sewa tanah di 
logpond, kerjasama perakitan dan kerjasama 
Penyaradan Kayu dengan sistem Pancang.  

Terkait kesepakatan, terdapat perjanjian yang 
masih berlangsung namun dokumen 
kesepakatan tersebut belum dapat ditunjukkan.  

Kesepakatan tersebut yaitu dengan masyarakat 
Desa Mamahak Besar No. 04/SKB-
Medang/VIII/2012 pada tanggal 1 Agustus 

2012 dan tanggal 22 Oktober 2013 tentang 
pembayaran fee lintas wilayah.  Dengan 
demikian dokumen pemenuhan kewajiban sosial 

belum lengkap. 
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NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai hak dan 
kewajiban pemegang izin 
terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH. 

D SEDANG 

(Tetap) 

Berdasarkan penelusuran dokumen dan hasil 

wawancara dengan responden, materi kegiatan 
sosialisasi belum lengkap dan belum 
disampaikan kepada perwakilan seluruh desa 
binaan.  Bukti sosialisasi tertuang pada 

dokumen Laporan Sosialisasi Visi dan Misi, 
dimana dari 87 peserta yang hadir, hanya 
terdapat 8 orang yang berasal dari perwakilan 

masyarakat (3 desa).  Tidak ada perwakilan 
masyarakat Desa Muara Tik. 

4.2.4. 

Realisasi pemenuhan tanggung 
jawab sosial terhadap 

masyarakat /implementasi hak-
hak dasar masyarakat hukum 
adat dan masyarakat setempat 

dalam pengelolaan SDH 

D BAIK 

(Naik) 

PT Barito Nusantara Indah memiliki bukti yang 
lengkap terkait realisasi pemenuhan tanggung 
jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang 

berada di sekitar areal yang meliputi 
pembayaran fee kompensasi, pembayaran fee 
lintas wilayah,  kegiatan kelola sosial dan 

kerjasama supplai sayuran serta perakitan.  
Hasil wawancara terhadap masyarakat, seluruh 
kegiatan tersebut sudah dilaksanakan.  Realisasi 

kegiatan PMDH termasuk pembayaran fee 
sebesar Rp 1.853.936,- dari Rp 2.994.400,- 
yang direncanakan (61,91%).         

4.2.5. 

Ketersediaan laporan/dokumen 

terkait pelaksanaan tanggung 
jawab sosial pemegang izin 
termasuk ganti rugi. 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT Barito Nusantara Indah telah memiliki 
sebagian bukti terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi 
atau pembayaran sewa lahan yang tertuang 
dalam laporan PMDH PT BNI Tahun 2017 dan 

Berita Acara Serah Terima Kegiatan Kelola 
Sosial Tahun 2017,  Kerjasama Supplai sayuran 
dan Berita Acara Serah Terima Fee Kompensasi 

Tahun 2017 pada RKT 2016-2017.  Yang belum 
tersedia yaitu terkait dengan Berita Acara Serah 
Terima Bantuan Sembako, bantuan peringatan 

hari besar dan pendidikan kepada masyarakat. 

Kesimpulan Indikator 4.2.   24/30 = 80,00% (SEDANG) 

3. Indikator No. 4.3  : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat 

yang adil antar para pihak.  

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.3.1. 

Ketersediaan data dan informasi 

masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat 
yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH 

 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT Barito Nusantara Indah telah  memiliki 
sebagian data dan informasi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat yang 
terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH. Yang belum tersedia adalah 

data masyarakat yang memanfaatkan HHBK 
dan melakukan kegiatan perburuan di dalam 
areal serta data sosial ekonomi masyarakat 

binaan yang diperbaharui. 
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NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 
peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

 

D BAIK 

(Tetap) 

PT Barito Nusantara Indah telah memiliki 

mekanisme mengenai peningkatan peran serta 
dan aktivitas ekonomi masyarakat  yang legal, 
lengkap dan jelas yang dituangkan dalam 
Prosedur No. BNI/SOSIAL-5/A-0 tentang Akses 

Masyarakat terhadap Hutan dan Prosedur No. 
BNI/SOSIAL-7/A-2 tentang Distribusi Manfaat 
Fee kepada Masyarakat. 

4.3.3. 

Keberadaan dokumen rencana 
pemegang izin mengenai 
kegiatan peningkatan peran 
serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat 

 

CD BAIK 

(Naik) 

PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen 

rencana pemegang izin mengenai kegiatan 
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 
masyarakat,  yang tertuang dalam dokumen 
RKUPHHK HA PT BNI Periode tahun 2012 – 

2021, RKTUPHHK-HA PT BNI tahun 2017 dan 
RO Kelola Sosial/PMDH  tahun 2017.   

4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan atau 

masyarakat setempat oleh 
pemegang izin yang tepat 
sasaran 

D BAIK 

(Tetap) 

PT BNI telah memiliki bukti implementasi 
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat dalam bentuk penyerapan 
tenaga kerja lokal sebesar 66,52% dan realisasi 
kegiatan ekonomi produktif sebesar 48,63%.  

Sehingga rata-rata peningkatan peran serta 
mencapai 57,78% (>50%). 

 

4.3.5. 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 
distribusi manfaat kepada para 
pihak 

 

D BAIK 

(Naik) 

PT BNI telah memiliki dokumen/laporan 
mengenai pelaksanaan distribusi manfaat 

kepada para pihak (karyawan dan masyarakat) 
yang tertuang dalam Laporan  Realisasi  
kegiatan PMDH Triwulan 1 s.d. Triwulan IV 

Tahun  2017, Rekap  Gaji Karyawan PT BNI 
Tahun 2017, Pemasaran Hasil Pertanian, 
Pembayaran Fee Kompensasi  Tahun 2017 (RKT 
2016 & RKT 2017) kepada masyarakat sekitar 

areal.  Serta pemenuhan terhadap peraturan 
pemerintah diantaranya pembayaran BPJS 
ketenagakerjaan dan kesehatan karyawan serta 

pembayaran PBB areal pada tahun 2017. 

 

Kesimpulan Indikator 4.3.   25/27 = 92,59% (BAIK) 

4. Indikator No. 4.4  : Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal.  

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 
resolusi konflik 

 

D BAIK 

(Tetap) 

PT Barito Nusantara Indah telah memiliki 
mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan 
jelas yang tertuang dalam  Prosedur 

Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat yang 
di dukung dengan Struktur Organisasi 
Penanganan Konflik. 
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NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT Barito Nusantara Indah telah  memiliki peta 

lokasi rawan konflik, berdasar hasil wawancara 
dengan masyarakat tidak ada kejadian konflik 
dalam setahun terakhir.  Namun kondisi 
tersebut belum disusun dalam Laporan 

Pemetaan Konflik yang mengacu pada  
Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 
2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi  dan 

Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK 
dalam Hutan Produksi.   

4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 
konflik yang didukung oleh para 

pihak. 

D BAIK 

(Naik) 

PT Barito Nusantara Indah telah memiliki SOP 
Resolusi Konflik dan SOP Struktur Organisasi 
Tim Resolusi Konflik. Terkait Struktur Organisasi 

terdapat 5 personel yang terdiri dari Ketua Tim 
: Sentot Gunawan; Wakil Ketua I : Puguh 
Tresnowidodo; Wakil Ketua II : Rusmin dan 

Anggota : Syafrudin Datu Amas dan Ngibun.  
Berdasarkan pernyataan UM, SDM tersebut 
cukup memadai karena dalam pelaksanaannya 

melibatkan humas di wilayah desa binaan.   

Sedangkan untuk pendanaan berdasarkan 
pernyataan Kabag Umum dan Personalia sejauh 

ini dapat dipenuhi sesuai kebutuhan. 

4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 
penyelesaian konflik yang 
pernah terjadi 

D BAIK 

(Tetap) 

PT Barito Nusantara Indah, dalam setahun 

terakhir tidak pernah terjadi konflik dengan 
masyarakat atau pihak lainnya. Tersedia 
dokumen penanganan konflik dengan hasil 

Nihil. 

Kesimpulan Indikator 4.4.   22/24 = 91,67% (BAIK ) 

5. Indikator No. 4.5  : Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan 
tenaga kerja.  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.5.1. 

Adanya hubungan industrial. 

D SEDANG 

(Turun) 

PT Barito Nusantara Indah belum dapat 

menunjukkan bukti terkait keberadaan 
Peraturan Perusahaan yang masih berlaku pada 
periode tahun 2017, dimana keberadaan 

Peraturan Perusahaan masih dalam proses 
penelitian dan pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

yang dibuktikan dengan adanya Surat 
Keterangan dari Hj. Rr. Retno Pudji Hastuti, SE, 
M.Si (Kepala Seksi Penetapan Syarat Kerja dan 

Pengupahan) No. 861/BHI/DTKT/2016 tanggal 
31 November 2016.   

Namun berdasar penelusuran dokumen telah 

tersedia dasar hubungan industrial lainnya yaitu 
Surat Perjanjian Kerja dengan Karyawan, Surat 
Pernyataan Kebebasan Berserikat bagi 
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NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

karyawan dan Prosedur No. UMUM-03-BNI-

SOP-2016 tentang Hubungan Industrial yang 
mengakomodir mekanisme penyelesaian 
permasalahan antara perusahaan dengan 
karyawan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
karyawan, sejauh ini hak dan kewajiban dapat 
dipenuhi oleh perusahaan sesuai ketentuan 

yang terdapat pada Peraturan Perusahaan 
Periode Tahun 2014-2016, diantaranya 
Pembayaran gaji telah memenuhi standar UMK 

dan tepat waktu,  terdapat hak cuti karyawan 
dan tunjangan-tunjangan yang telah ditunaikan, 
pemenuhan  APD bagi karyawan dan fasilitas 

mess karyawan serta pendukungnya. 

4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 
pengembangan kompetensi 
tenaga kerja. 

 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT Barito Nusantara Indah telah merencanakan 

dan merealisasikan sebagian besar 
pengembangan kompetensi.  Dimana pada 
tahun 2017 telah direncanakan sebanyak 10 

pelatihan namun yang terealisasi sebanyak 7 
pelatihan (70%).  Sedangkan rencana jumlah 
peserta 26 orang, terealisasi 21 orang 

(80,76%). 

Terkait Ganis PHPL, masih terdapat kekurangan 
sebanyak 9 orang dari 18 orang (50%) sesuai 

standar. 

Berdasarkan hasil kuesioner karyawan, terdapat 
kegiatan pelatihan yang belum dapat dilakukan 

tetapi dibutuhkan diantaranya pelatihan 
penggunaan Drone, Arc Gis, Pengenalan Pohon, 
Pelatihan Kerja Mekanik dan Pelatihan System 
Kerja FIS (Program Komputer). 

4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir 
dan implementasinya 

 

D BAIK 

(Tetap) 

PT Barito Nusantara Indah telah memiliki 

dokumen standar jenjang karir yang dituangkan 
dalam Peraturan Perusahaan pada Pasal 11 dan 
Pasal 12 terkait penentuan tugas, penempatan 

dan mutasi kerja karyawan termasuk kenaikan 
jabatan. 

Pada tahun 2017 terdapat 3 karyawan yang 

naik jenjang yaitu an Agus Salim dari jabatan 
lama Driver Dump Truck ke jabatan baru 
sebagai Driver Logging Trailler ( FAW) dengan 
SURAT KEPUTUSAN Nomor : 

073/BNI/Umpers/SK-DLT/IV/2017 tanggal 6 
April 2017, Arya Gunawan dari jabatan lama  
Pembantu Mekanik  AB ke jabatan baru sebagai 

Operator Bomag SURAT KEPUTUSAN Nomor : 
159/BNI-CSB/UMPERS/SK-OB/X/2017 tanggal 
21 Oktober 2017 dan Paulus Giin dari jabatan 

lama  Driver Strada ke jabatan baru  sebagai 
Driver Dump Truck SURAT KEPUTUSAN Nomor : 
189/BNI/Umpers/SK-DDT/XII/2017 tanggal 21 

Desember 2017. 
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NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 
kesejahteraan karyawan dan 
implementasinya. 

 

D BAIK 

(Tetap) 

PT Barito Nusantara Indah telah memiliki 

dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan 
yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan dan 
telah seluruhnya diimplementasikan. Tunjangan 
tersebut diantaranya tunjangan jabatan, 

tunjangan premi, tunjangan makan, Tunjangan 
cuti, tunjangan hari raya dan tunjangan 
kedukaan/pernikahan. 

Berdasarkan obervasi lapang dan wawancara 
dengan karyawan diketahui bahwa seluruh 
tunjangan tersebut telah direalisasikan, 

diantaranya pembayaran gaji tepat waktu (tidak 
ada tunggakan), tersedia mess karyawan 
dengan jumlah yang cukup yaitu di Log pond, 

Camp 28,  Camp 75 dan Camp Blok KM 88, 
tersedia klinik pengobatan dan fasilitas 
pendukungnya dengan cukup lengkap (tenaga 

medis dan obat-obatan), karyawan telah 
diikutkan dalam BPJS ketenagakerjaan dan 
BPJS Kesehatan, tersedia fasilitas olah raga 

berupa  bulutangkis dan tenis meja di Camp 75, 
tersedia musholla, fasilitas transportasi dan 
komunikasi dengan cukup memadai. 

Kesimpulan Indikator 4.5.   20/24 = 83,33% (SEDANG) 

E. VLK HUTAN 

PRINSIP 1  :  Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan 

Hak Pengelolaan 

Indikator 1.1.1. :  Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada 
dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1.a. 

Dokumen legal terkait perizinan usaha 

(SKIUPHHK) 

Memenuhi PT. Barito Nusantara Indah, memperoleh 
Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan sesuai 

keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 
42/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 pada 
kawasan hutan seluas ± 94.685 Ha yang terletak di 

kelompok hutan Sungai Belinau Hulu Kabupaten 
Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.  

Dokumen SK dilengkapi peta areal kerja skala 1 : 

250.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.  

SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H. MS 
Kaban tanggal 9 Februari 2009 

Terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnya 
seperti akte pendirian, akte perubahan, SIUP, TDP 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dan NPWP dan tidak mengalami perubahan. 

Susunan Pengurus : 

Komisaris Utama :  Harlina Tjandinegara 

Komisaris : Hartawan 

Direktur Utama  :  Bujung Hasili Halim 

Direktur : Hengki Sujarmanto 

Direktur : Emilia Muriaman 

1.1.1.b.  

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(IIUPHHK). 

Memenuhi PT. Barito Nusantara Indah telah memenuhi 
kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai dengan 

Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan 
No. : S.547/VI-BIKPHH/2009 tanggal 1 Juni 2009 
senilai Rp 6.391.237.500,- dan dapat diverifikasi 
Bukti setor yang telah dilakukan via Bank Mandiri 

pada tanggal 30/04/2010 senilai Rp 
6.391.237.500,-  

Terdapat Surat Direktur PT BNI Nomor : 

085/BNI/SDA/IV/2010 tanggal 30 April 2010 kepada 
Dirjen BPK Kementerian Kehutanan, perihal 
Penyampaian Bukti Setor Iuran IUPHHK-HA atas 

nama PT BNI seluas ± 94.685 Ha di Kabupaten 
Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur. 

1.1.1.c 

Penggunaan kawasan yang sah di luar 
kegiatan IUPHHK (jika ada) 

Not 
Applicable 

Pada areal IUPHHK-HA PT. Barito Nusantara Indah 
tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di 
luar IUPHHK 

PRINSIP 2  :  Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1. :  RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / 

RTT) disahkan oleh yang berwenang 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1.a.  

Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan 

Kerja/RTT beserta lampirannya yang 
telah disahkan oleh pejabat yang 
berwenang, meliputi : 
a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang disusun 
berdasarkan IHMB/risalah hutan 
dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising dan/atau Canhut. 
b) Dokumen RKT/RTT yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH dan 

disahkan oleh pejabat yang 
berwenang atau yang disahkan 
secara self approval. 

c) Peta rencana penataan areal 
kerja yang dibuat oleh Ganis 

Memenuhi PT. Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen 
RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun 

periode tahun 2012 s/d 2021 dan telah disahkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.76/BUHA-2/2012, tanggal 28 Agustus 2012 
tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam 
Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan 
Menyeluruh Berkala (IHMB) PeriodeTahun 2012 -  

2021 atas nama PT. Barito Nusantara Indahdi 
Provinsi Kalimantan Timur dan dilengkapi peta 
RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000  

SK. RKUPHHK-HA tersebut berlaku sampai dengan 
30 Desember 2021; 

Terdapat  dokumen Rencana Kerja Tahunan a.n. PT 

Barito Nusantara Indah tahun 2017 yang telah 
disahkan secara self approval oleh Direktur Utama 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

PHPL Canhut. PT BNI Bujung Hasili H. pada tanggal 25 April 2017 

dan PT BNI telah memiliki sertifikat PHPL dengan 
Predikat BAIK. 

Pada RKTUPHHK-HA Tahun 2017 terdapat lampiran 
peta skala 1:100.000 yang pada Blok/Petak 

tebangannya telah terdapat penanadaan blok/petak 
tebangan berupa arsiran dan distempel. 

Blok/ Petak Tebangan RKT Tahun 2017 meliputi 

areal RKT 2017 murni seluas 1.496 Ha dengan 
volume 33.694,10 M3, dan Carry Over RKT 2016 
seluas 872,37 Ha dengan volume sebesar 

20.792,03 m3. 

Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Aliansyah, 
No. Reg. 02045-13/CANHUT/XX/2016 berlaku 

sampai dengan 20 April 2019 dan Sih Sumartomo, 
No.Reg. 00473-13/CANHUT/XX/2011 berlaku 
sampai dengan 12 Agustus 2020 

2.1.1.b.  

Peta areal yang tidak boleh ditebang 

pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti 
implementasinya di lapangan 

 

Memenuhi PT. Barito Nusantara Indah memiliki peta lampiran 
RKTUPHHK-HA Tahun 2017 1:100.000 yang 

memuat areal tidak boleh ditebang/ kawasan 
lindung. Areal yang tidak boleh ditebang/ kawasan 
lindung pada Peta RKT ditandai dengan arsiran 

jelas berupa Sempadan Sungai; Kebun Benih; Petak 
Ukur Permanen; Kawasan Konservasi Insitu; 
Kawasan Perlindungan Satwa Liar; Lereng >40%; 

Buffer Zone Hutan Lindung 

Verifikasi lapangan dijumpai adanya penandaan/ 
pemasangan plang pada Areal yang tidak boleh 

ditebang berupa : 

- Buffer Zone Hutan Lindung pada koordinat N 010 

02’ 32,5” E 1150 31’ 45,3” 

- Sempadan Sungai yaitu Sempadan Sungai 

Belinau Kanan pada koordinat N 000 57’ 02,7” E 
1150 31’ 42,5” 

- Sempadan Sungai Marang pada koordinat N 000 

58’ 16,1” E 1150 31’ 22,8” 

- Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah pada 
koordinat N 000 49’ 19,3” E 1150 28’ 53,0” 

- Lereng > 40% pada koordinat N 000 56’ 34,95” E 
1150 42’ 04,93” 

Penandaan areal tidak boleh ditebang dan batas-

batasnya dapat diverifikasi keberadaanya di 
lapangan dan telah sesuai dengan koordinat pada 
Peta 

2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok tebangan/blok 

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan 
terbukti di lapangan 

Memenuhi Terdapat blok/petak tebangan pada peta lampiran 
RKTUPHHK-HA yang disahkan secara self approval 

oleh Direktur Utama PT BNI Tahun 2017 Skala 1 : 
100.000 dan posisi blok/petak tebangan benar dan 
terbukti di lapangan sesuai pada koordinat sebagai 

berikut : 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- Batas Blok RKT 2016 Carry Over RKT 2017  pada 

koordinat N 000 57’ 01,2” dan E 1150 31’ 42,7” 
terdapat patok dan plang RKT.  

- Batas Petak 222 dan 223 RKT 2016 Carry Over  
pada koordinat N 000 57’ 56,2” dan E 1150 31’ 

26,5”  terdapat plang batas petak dengan batas 
pada patok kayu dan batang kayu dicat warna 
kuning. 

- Batas Petak 222 dan 216 RKT 2016 Carry Over  
pada koordinat N 000 57’ 24,6” dan E 1150 31’ 
50,7” terdapat plang batas petak dengan batas 

pada patok kayu dan batang kayu dicat kuning. 

- Batas Petak 222 dan 224 RKT 2016 Carry Over  
pada koordinat N 000 57’ 56,1” dan E 1150 31’ 

52,2 terdapat plang batas petak dengan batas 
pada patok kayu dan batang kayu dicat kuning. 

- Batas Blok RKT 2017 pada koordinat N 000 58’ 

15,7” dan E 1150 31’ 22,0” terdapat patok dan 
plang RKT. 

- Batas Petak 247 dan 251 RKT 2017 pada 

koordinat N 000 59’ 00,1” dan E 1150 30’ 53,9 
terdapat plang batas petak dengan batas pada 
patok kayu dan batang kayu dicat kuning. 

- Batas Petak 251 dan 250 RKT 2017 pada 

koordinat N 000 59’ 04,4” dan E 1150 30’ 47,2 
terdapat plang batas petak dengan batas pada 
patok kayu dan batang kayu dicat kuning. 

- Batas Petak 250 dan 249 RKT 2017 pada 
koordinat N 000 59’ 17,1” dan E 1150 30’ 14,4 
terdapat plang batas petak dengan batas pada 

patok kayu dan batang kayu dicat kuning. 

Indikator 2.2.1. :  Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.a.  

Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(RKUPHHK) (bisa dalam proses) 
dengan lampiran-lampirannya 

Memenuhi PT. Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen 
RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021  

yang telah disahkan berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.76/BUHA-2/2012, tanggal 28 
Agustus 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan 

Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi 
Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PeriodeTahun 
2012 -  2021 atas nama PT Barito Nusantara Indah 

di Provinsi Kalimantan Timur dan dilengkapi peta 
RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran 
yang tidak terpisahkan.  
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

SK Persetujuan RKUPPHK-HA An. PT Barito 

Nusantara Indah ditandatangani A.n. Menteri 
Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan 
u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam  Ttd Ir. M. 
Awriya Ibrahim, MSc/NIP. 19600106 198703 1 001 

dan terdapat cap Kementerian Kehutanan; SK. 
RKUPHHK-HA tersebut berlaku sampai dengan 30 
Desember 2021. 

Dalam RKUPHHK-HA PT. BNI diketahui bahwa Luas 
Tebangan Maksimum 2.716 Ha/Thn dan Volume 
maksimum sebesar 165.305 M3/tahun dengan limit 

diameter tebang 50 cm ke atas untuk areal Hutan 
roduksi Terbatas. 

2.2.1.b. 

Kesesuaian lokasi dan volume peman-
faatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk 
pembangunan hutan tanaman industri. 

Not 
Applicable 

PT. Barito Nusantara Indah merupakan pemegang 
IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang 
IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan 

penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman 
Industri 

PRINSIP 3  :  Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

Indikator 3.1.1. :  Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ 

dimanfaatkan telah di LHP-kan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1. 

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang 

Memenuhi Terdapat Ganis PHPL PKB-R untuk penerbit LHP PT. 
BNI atas nama Slamet Sarif Reg. 01883-11/PKB-
R/XX/2016 yang tercatat pada SIPUHH Online dan 
berlaku sampai dengan 17/03/2019. 

PT. BNI telah melakukan penatausahaan kayu 
secara SIPUHH Online dan terdapat sarana dan 
prasarana untuk penatausahaan kayunya . 

Untuk RKT tahun 2017 PT. BNI telah menerbitkan 
LHP sebesar 9.151 Btg volume 42.212,51 M3 yang 
terdiri dari areal RKT murni 2017 sebanyak 6.636 

Btg volume 29.252,85 M3 dan dari areal CO 2016 
sebanyak 2.515 Btg volume 12.959,66 M3  

Berdasarkan LMKB pada saat audit bulan Januari 

2018 terdapat stok kayu hasil produksi tebangan 
RKT 2017 dengan stok sebesar 4.060 Btg volume 
22.661,56 M3 yang sebagian besar masih berada di 

TPK Hutan yaitu sebesar 3.598 Btg Volume 
20.382,90 M3, di TPK Antara II Km. 28 sebanyak 1 
Btg volume 4,69; dan TPK Antara III Km 0 

sebanyak 461 Btg volume 2.273,97 M3. 

Uji Petik pengukuran kayu didapati kesesuaian jenis 
kayu dan volume dengan selisih volume masih 
dalam batas toleransi sebesar 0,25 %. 

 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 46 dari 54 
 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Hasil Uji Petik identitas batang kayu berupa nomor 

barcode 060115; 060224; 051385; 060445 dan 
060093 pada dokumen LHP Nomor 24A/KB tanggal 
24 Desember 2017 dapat ditemukan di lapangan di 
TPK Hutan petak 247 pada koordinat N 000 58’ 

38,9” dan E 1150 31’ 01,5”  

Indikator 3.1.2. :  Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.2. 

Surat Keterangan sahnya hasil hutan 
dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau 
penampung kayu terdaftar 

c) TPK Antara ke industry primer hasil 

hutan dan/atau penampung kayu 
terdaftar 

Memenuhi PT. BNI pada RKT 2017 telah melakukan produksi 

pengangkutan kayu dengan menerbitkan dokumen 
SKSHHK baik dari TPK Hutan ke TPK Antara II Km 
28, dari TPK Antara II Km 28 ke TPK Antara III Km 

0, maupun dari TPK Antara III Km 0 ke Industri 
TPK Antara Pembeli. 

Selama periode audit yaitu bulan Januari – 

Desember 2017 diketahui terdapat pengangkutan 
kayu dari hasil produksi RKT 2016 dan 2017 dengan 
dokumen SKSHHK sebagai berikut : 

1. SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara II Km 
28 dan TPK Antara III Km 0 menggunakan 
logging truk sebanyak 621 Set 6.493 Btg dan 
volume sebesar 34.717,12 M3. 

2. SKSHHK dari TPK Antara II KM 28 ke TPK 
Antara III Km 0 sebanyak 196 Set 1.735 Btg 
dan volume sebesar 9.738, 48 M3. 

3. Dari TPK Antara III Km 0 ke TPK Antara 
Pembeli sebanyak 31 set dokumen 6.031 Btg 
volume 32.438,46 M3. 

SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PKB Penerbit 
SKSHHK atas nama Sukarman S.Hut. Register No 
08368-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 

24 Juli 2020 dan Bujang Anwar Register No 01867-
13/PKB-R/XX/2016 berlaku s/d 18 Maret 2019 dan 
keduanya terdaftar di SIPUHH Online. 
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Indikator 3.1.3. :  Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.3.a.  

Tanda-tanda PUHH/barcode 
pada kayu bulat  dari 

pemegang IUPHHK-HA bisa 
dilacak balak 

Memenuhi Pada setiap batang kayu yang diproduksi oleh PT. BNI telah 
dibubuhi label Barode yang dibawa dari hasil cruising dan 
dapat dibaca dengan barcode scanner sebagai identitas dari 

kayu tersebut. 

Terdapat pula penomoran bantu menggunakan karpet 
warna kuning pada batang kayu yang dicatat ke dalam buku 
ukur untuk memudahkan pendokumentasian catatan 

identitas kayunya. 

Hasil uji petik lacak balak pada dokumen SKSHHK, kayu 
dapat dilacak sampai ke tunggul pada RKT 2017 Petak 247 

dengan sampling sebagai berikut : 

a. Kayu dengan barcode No 1901A09BNNI0… 049157 
terdapat pada DKB No 22 SKSHHK No KB.B.2286606 

tanggal 25/08/2017 tujuan PT. BRT Data Dahau dan 
berasal dari SKSHHK Logging No KB.B.2265079 tanggal 
21/08/2017 dan LHP No 14/LHP-KB/BLOK-REG/BNI/VII/ 

2017 tgl 31/07/2017 dari Petak 247 No Pohon 4333 Jenis 
Meranti Merah pada koordinat N 000 58’ 39,8” dan E 1150 
31’ 02,0”. 

b. Kayu dengan barcode no 1901A09BNNI0... 049019 
terdapat pada DKB No 20 SKSHHK No KB.B.2271706 
tanggal 24/08/2017 tujuan PT. BRT Data Dahau dan 

berasal dari SKSHHK Logging No KB.B.2262909 tgl 
21/08/2017 dan LHP No 14/LHP-KB/BLOK-
REG/BNI/VII/2017 tanggal 31/07/2017 dari Petak 247 No 
Pohon 4335 Jenis Meranti Merah pada koordinat N 000 58’ 

40,1” dan E 1150 31’ 01,7”. 

c. Kayu dengan barcode no 1901A09BNNI0… 048951 
terdapat pada DKB No 22 SKSHHK No KB.B.2286606 

tanggal 25/08/2017 tujuan PT. BRT Data Dahau dan 
berasal dari SKSHHK Logging No KB.B.2265096 tgl 
21/08/2017 dan LHP No 14/LHP-KB/BLOK-

REG/BNI/VII/2017 tanggal 31/07/2017 dari Petak 247 No 
Pohon 5004 Jenis Meranti Merah pada koordinat N 000 58’ 
36,9” dan E 1150 30’ 55,8”. 

Hasil Uji Petik Lacak balak lainnya secara lengkap akan 
disajikan pada laporan. 

3.1.3.b.  

Identitas kayu diterapkan 

secara konsisten oleh 

pemegang izin 

Memenuhi PT. Barito Nusantara Indah telah menerapkan 
penatausahaan kayunya dengan menggunakan sistem 
SIPUHH Online. 

Pada setiap batang kayu yang diproduksi oleh PT. BNI telah 
dibubuhi label Barcode yang dapat dibaca dengan barcode 
scanner sebagai identitas dari kayu tersebut. 

Di samping itu terdapat pula penomoran bantu 
menggunakan karpet warna kuning pada batang kayu yang 
dicatat ke dalam buku ukur untuk memudahkan 

pendokumentasian catatan identitas kayunya. 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa kayu pada 

dokumen SKSHHK dapat dilacak balak sampai ke tunggul di 
Petak tebangan dan diterapkan secara konsisten oleh PT. 
BNI dengan sample uji petik seperti pada verifier 3.1.3.a.  

Indikator 3.1.4. :  Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu 
ke luar TPK 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.4. 

Arsip SKSKB dan dilampiri 
Daftar Hasil Hutan (DHH) 
untuk hutan alam, dan arsip 

FAKB dan lampirannya untuk 
hutan tanaman 

 

Memenuhi Terdapat SK TPK Hutan pada dokumen RKT 2017 dari Direksi 

PT BNI No. 02/BNI/Kpts/IV/2017 

Terdapat SK TPK Antara dari Kepala Dinas Pertanian dan 
Kehutanan Kab. Mahakam Ulu No 551.32/44/Distanhut-

IV/2014 untuk TPK Antara I, II, III dan IV. 

Dokumen SKSKB atau SKSHHK dari TPK Hutan keluar 
menuju TPK Antara PT BNI selama periode audit dengan 

menggunakan logging truk sebanyak 621 Set dokumen 
dengan volume sebesar 34.717,12 M3 seperti berikut : 

 

SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PKB Penerbit SKSHHK atas 
nama Bujang Anwar Register No 01867-13/PKB-R/XX/2016 
berlaku sampai dengan 18 Maret 2019 dan terdaftar di 

SIPUHH Online. 

 

 

 

 

Btg M3

1 Januari 2017 89             763           4,363.67      

2 Februari 2017 94             853           4,725.43      

Februari 2017 79             704           3,891.15      

3 Maret 2017 15             118           642.16          

4 April 2017 -            -            -                

5 Mei 2017 -            -            -                

6 Juni 2017 1                2                11.91            

Juni 2017 66             596           3,367.58      

7 Juli 2017 -            -            -                

8 Agustus 2017 79             899           4,435.98      

9 September 2017 -            -            -                

10 Oktober 2017 89             1,177       5,865.39      

11 November 2017 29             394           1,973.00      

12 Desember 2017 80             987           5,440.85      

Jumlah SKSHHK 621           6,493       34,717.12    

 Jumlah 

(Set) 
PeriodeNo

Volume
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Indikator 3.2.1. :  Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) 
dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1.a.  

Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 
diterbitkan 

Memenuhi Pada RKT 2017, PT. BNI menerbitkan LHP atas 
produksi kayunya sehingga terdapat penerbitan SI 

PNBP dan Kode billing SPP PSDH dan DRnya. 

Pada RKT 2017 penerbitan SPP SI PNBP untuk 
PSDH dan DR sebesar : 

- SPP PSDH Rp 3.128.131.750,00 

- SPP DR US $ 685.519,97 

3.2.1.b.  

Bukti setor DR dan atau PSDH 

Memenuhi Atas SPP SI PNBP PSDH dan DR PT BNI telah 
melakukan pembayaran sesuai kode billing melalui 
Bank Mandiri dan Bank BNI sebagai berikut : 

- Pembayaran atas SPP PSDH Rp 
3.128.131.750,00 

- Pembayaran atas SPP DR US $ 685.519,97 

3.2.1.c.  

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas 

hutan alam (termasuk hasil kegiatan 
penyiapan lahan untuk pembangunan 
hutan tanaman) dan kesesuaian tarif 

PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

Memenuhi Penerapan SI PNBP melalui Online sesuai dengan 
volume, jenis dan tariff untuk wilayah Kalimantan 

mengacu kepada : 

1. PP Nomor 12 tahun 2014. 

2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014  

 

Indikator 3.3.1. :  Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki 

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1..  

Dokumen PKAPT 

N/A PT. Barito Nusantara Indah tidak melakukan 

penjualan dan pengiriman kayu ke luar pulau 
Kalimantan. 

Hasil produksi kayu PT BNI hanya dipasarkan ke 

pembeli kayu di pulau Kalimantan sesuai dengan 
dokumen SKSHHK dan hasil wawancara dengan 
auditee.  

Indikator 3.3.2. :  Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang 
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.2.  

Dokumen yang menunjukkan identitas 
kapal 

Memenuhi Selama Periode Audit terdapat penerbitan dokumen 

SKSHHK dari TPK Antara Km 0 PT BNI menuju 
keTPK Antara pembeli dengan menggunakan rakit 
sebanyak 31 Set dokumen SKSHHK dengan kapal 

penarik berbendera Indonesia. 

Kapal yang digunakan untuk menarik kayu KM. 
Singa Mahakam 02; KM Kurnita 04; KM Kurnita 05; 
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KM Restu Ibu 01; KM Singa Mahakam 01; KM Singa 
Mahakam 04, dan KM. Singa Mahakam 03. 

 

Indikator 3.4.1. :  Implementasi Tanda V-Legal. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1.  

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai 

ketentuan 

Memenuhi PT. Barito Nusantara Indah telah memiliki Sertifikat 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan 

Predikat BAIK dan Sertifikat PHPL Nomor 
015.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan 
tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT. 
Trustindo Prima Karya.  Sertifikat PHPL PT BNI 

berlaku sampai dengan tanggal 12 Februari 2022. 

Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan 
ketentuan pada barcode di log kayu dan dokumen 

SKSHHK bertuliskan “015.SPHPL.019-IDN.” 

PRINSIP 4  :  Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait 
dengan penebangan 

Indikator 4.1.1. :  Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah 

disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal 
kerjanya. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-

RPL 

 

Memenuhi PT. Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen 
Amdal yang telah disahkan sesuai dengan Surat 

Komisi Pusat AMDAL No 75/B-VI/AMDAL/94 tanggal 
30 Juli 1994. 

Terdapat dokumen RKL dan RPL PT BNI yang telah 

mendapat persetujuan Ketua Komisi Pusat Amdal 
Departemen Kehutanan No 53/DJ-VI/AMDAL/98 
tanggal 30 April 1998. 

Indikator 4.1.2. :  Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL 

yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak 
lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.2.a.  

Dokumen RKL dan RPL 

Memenuhi Terdapat dokumen RKL dan RPL PT Barito 
Nusantara Indah yang disusun oleh PT Binareka 

Alamlestari dan diprakarsai oleh PT Barito 
Nusantara Indah, pada April 1998 dan mendapat 
persetujuan Komisi Pusat AMDAL Departemen 

Kehutanan, No 53/DJ-VI/AMDAL/98 tanggal 30 April 
1998. 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.2.b.  

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 
pemantauan dampak penting aspek 
fisik-kimia, biologi dan sosial 

Memenuhi PT BNI telah melakukan pemantauan dan 

pengelolaan lingkungan sesuai dengan Laporan 
Pelaksanaan RKL RPL Semester I dan Semester II 
tahun 2017. 

Laporan tersebut telah disampaikan kepada Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang 
ditembuskan kepada Kepala Dinsa Lingkungan 
Hidup Provinsi Kalimantan timur dan Kabupaten 

Kutai Kartanegara sesuai dengan dokumen tanda 
terima yang ada. 

Dalam Laporan tersebut mencantumkan 

pengelolaan dan pemantauan pada komponen 
lingkungan fisik dan kimia, air. 

Di lapangan dijumpai adanya pengelolaan 

lingkungan di antaranya berupa pembuatan teras, 
sodetan dan parit di kiri kanan jalan, penanaman 
pada areal kosong bekas jalan sarad TPn dll, 

pengelolaan lingkungan di persemaian, 
pengambilan sample air di sungai marang, 
pembuatan bak erosi, pengamatan flora dan fauna, 

pengamatan curah hujan, pengelolaan kawasan 
lindung, pemasangan plang dan rambu peringatan 
dll. 

PRINSIP 5  :  Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1. :  Prosedur dan implementasi K3 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.1.1.a.  

Pedoman / prosedur K3 

Memenuhi PT. Barito Nusantara Indah memiliki pedoman/ 

prosedur terkait K3, diantaranya : 

- SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

- SOP Penanganan Kecelakaan Kerja  

- SOP Penanganan Keadaan Darurat  

PT. Barito Nusantara Indah telah menetapkan 
personil yang bertanggung jawab dalam 

Implementasi K3 melalui Surat Keputusan 
No.001/SKEP-P2K3/IV/2015 tanggal 06 April 2015 
dan menetapkan sdr. Sentot Gunawan sebagai 

Ketua P2K3. 

Terdapat pula Pembentukan Satgas Damkarhut PT 
Barito Nusantara Indah melalui Surat Keputusan 
No.01/Kpts/Dirut-BNI/Satgasdamkarhut/2017 

tanggal 05 Februari 2017 dan menetapkan Satgas 
Pelaksana Damkarhut atas nama Sentot Gunawan 
dengan Ketua Sdr Robit SN dan Sdr. Sapyudin DA. 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.1.1.b.  

Ketersediaan Peralatan K3 

Memenuhi - Terdapat daftar peralatan K3 PT BNI seperti 

APAR, APD, Kotak P3K, dll. 

- Terdapat daftar peralatan pemadaman 
kebakaran hutan. 

- Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya 

peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K, 
Perlengkapan APD dan peralatan pemadaman 
kebakaran di Base Camp Km 75 PT BNI dan 

peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik. 

- Terdapat Klinik yang digunakan untuk melakukan 
perawatan emergency dan pengobatan 

karyawan dengan seorang petugas paramedis 
yang stanby di basecamp Sei Belinau atas nama 
Welhelmus Loli Emi. 

5.1.1.c.  

Catatan Kecelakaan Kerja 

Memenuhi PT. BNI diverifikasi memiliki Catatan Kecelakaan 
Kerja berupa Laporan Catatan Kecelakaan Kerja 

dibuat setiap bulan. Selama periode audit, bulan 
Januari – Desember tidak terdapat kejadian 
kecelakaan Kerja atau kecelakaan kerja NIHIL.  

 

Terdapat Klinik dan petugas Paramedis atas nama 
Welhelmus Loli Emi yang stanby di basecamp PT 

BNI. Hasil interview dengan petugas paramedis 
menjelaskan bahwa tidak terdapat perawatan 
pekerja akibat kecelakaan dan pelayanan medis 

diberikan kepada karyawan untuk sakit ringan, 
dalam hal kasus sakit parah/ berat pasien dirujuk 
ke Puskesmas di Ujoh Bilang. 

Adapun upaya dalam menekan terjadinya 
kecelakaan kerja diantaranya melakukan 
pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan 
utama, pemberian APD dan himbauam untuk 

memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan, 
dan menerapkan sistem komunikasi pada setiap 
kendaraan bergerak untuk saling berkomunikasi 

dan memberitahukan posisinya di perjalanan. 

Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.1. 

Serikat pekerja atau kebijakan 
perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk membentuk atau 
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 

Memenuhi Tidak terdapat Serikat Pekerja di lingkungan 
karyawan PT. BNI. Namun demikian, terdapat  
kebijakan perusahaan yang membolehkan 

karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam 
kegiatan serikat pekerja melalui Surat Keterangan 
dari Ir. Santo Prabowo selaku Kuasa Direksi tanggal 
03 Januari 2013 yang menyatakan bahwa 

Karyawan yang bernaung di bawah Manajemen PT. 
Barito Nusantara Indah diperkenankan untuk 
mendirikan Serikat Pekerja.  
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Indikator 5.2.2. :  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan 
Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.2. 

Ketersediaan dokumen KKB atau PP 

Memenuhi PT BNI memiliki dokumen Peraturan Perusahaan 
dan Dokumen PP perubahan, sedang dalam proses 

pengajuan pengesahan ke Disnakertrans Provinsi 
Kalimantan Timur sesuai dengan Tanda Terima 
Berkas yang diserahkan oleh Kusnanto dan diterima 

oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur 
tanggal 28 Desember 2017 oleh Tyas dilampiri oleh 
berkas lainnya seperti Surat pernyataan saran-saran 
perwakilan dari pekerja, surat pernyataan belum 

memiliki serikat, konsep PP yang akan disahkan, 
tanda kepesertaan BPJS, dan fotocopy PP yang 
lama. 

 

Indikator 5.2.3. :  Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.3. 

Pekerja yang masih di bawah umur 

Memenuhi PT. Barito Nusantara Indah tidak mempekerjakan 

karyawan dibawah umur. Karyawan termuda 
bernama Agus Hariyanto sebagai Staff pada Bagian 
Logistik yang lahir di Purworejo tanggal 17 Agustus 
1999 mulai bekerja pada tanggal 1 September 2017 

saat berusia lebih dari 18 tahun 1 bulan. 
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F. NII.AI AKHIR KINERJA PHPL PT BARITO NUSANTARA INDAH
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1. Indikator 1.1 87 Vo BAIK 3 3

2. Indikator 1.2 89 o/o BAIK 3 3

3. Indikator 1.3 93 o/o MIK 3 3

4. Indikator 1.4 92 Vo BAIK 3 3

5. Indikator 1.5 81 o/o BAIK 3 3

6. Indikator 2.1 89 o/o BAIK 3 3

7. Indikator 2.2 92 o/o BAIK 3 3

8. Indikitor 2.3 90 Vo BAIK 3 3

o Indikator 2.4 81 o/o BAIK 3 3

10. Indikator 2.5 100 o/o BAIK 3 3

11. Indikator 2.5 81 Vo BAIK 3 3

t2. Indikator 3.1 74 Yo SEDANG 2 3

13. Indikator 3.2 67 Yo SEDANG 2 3

L4, Indikator 3.3 67 o/o SEDANG 2 3

15. Indikator 3.4 83 o/o BAIK 3 3

16. Indikator 3.5 67 Vo SEDANG 2 3

L7, Indikator 3.6 67 Yo SEDANG '.=
2 3

18. Indikator 4.1 86 0h BAIK. 3 3

19. Indikator 4.2 80 o/o SEDANG 2 3

24. Indikator 4.3 93 o/o BAIK 3 3

21, Indilotor 4.4 92 olo BAIK 3 3

22. Indikator 4.5 83 o/o BAIK 3 3

JUMLAH 60 66

Nilai lGnerja PHPL
9Q91o/o
(BArK)
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